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Secara normatif, Islam telah melegalkan laki-laki muslim menikahi wanita ahlul
kitab berdasarkan ketentuan surat al-Maidah ayat 5. Namun, dalam ranah fikih,
justru masih ditemukan perbedaan pendapat ulama. Menariknya, perbedaan
pendapat tersebut tidak hanya terjadi pada tataran hukum pernikahannya, tetapi
juga perbedaan dalam memaknai arti dari ahlul kitab itu sendiri, yang pada
gilirannya juga berbeda dalam penetapan hukum pernikahannya. Secara khusus,
skripsi ini ingin mengkaji pandangan Imam lIbnu Taimiyah tentang perkawinan
laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab. Untuk itu, tujuan penelitian ini yaitu
untuk mengetahui dalil dan metode istinbath hukum yang digunakan Imam lbnu
Taimiyah, serta mengetahui ada tidaknya kesesuaian pendapat lbnu Taimiyah
dengan hukum perkawinan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kulalitatif, dengan jenis studi pustaka (library research), yang data utamanya
adalah sumber kepustakaan terkait pendapat Imam Taimiyyah. Data yang
dihasilkan kemudian dianalisa melalui metode desktiptif-analisis. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dalil hukum yang digunakan Imam lIbnu Taimiyah yaitu
merujuk pada ketentuan surat al-Maidah ayat 5. Pendapatnya yaitu laki-laki boleh
menikahi wanita ahlul kitab yang tidak mengerjakan kesyirikan. Namun, wanita
ahlul kitab yang perbuatannya terbukti syirik (mempersekutukan Allah), maka
mereka masuk dalam cakupan makna surat al-Bagarah ayat 221, yaitu orang-
orang musyrik yang dilarang untuk dinikahi. Adapun metode istinbat yang
digunakan Imam Ibnu Taimiyyah yaitu metode bayani. Di mana, ketentuan surat
al-Maidah ayat 5 bersifat khusus (khas), dan surat al-Bagarah ayat 221 bersifat
umum (‘am). Untuk itu, ketentuan surat al-Maidah tentang bolehnya menikahi
wanita ahlul kitab masih berlaku, tetapi ahlul kitab di sini dikhususkan hanya
wanita Yahudi dan Nasrani yang tidak mengerjakan perbuatan syirik, atau
sebelum terjadi penggantian dan pemalsuan ajaran kitab mereka. Setelah
dilakukan analisa, pendapat Imam lbnu Taimiyah sesuai dan cenderung relevan
dengan konteks hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Relevansi pendapat
tersebut dapat dilihat dari aturan hukum perkawinan yang ada di Indonesia
melarang menikahi wanita non muslim, termasuk ahlul kitab. Yurisprudensi
Mahkamah Agung Nomor 1400.K/Pdt/1986 membolehkan perkawinan beda
agama dengan anggapan, bahwa orang Islam tersebut telah keluar dari agama



Islam. Dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam, tepatnya Pasal 40 huruf c, juga
dinyatakan adanya larangan laki-laki menikah dengan wanita yang beda agama.
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TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab
ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya
dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata
Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan
No. | Arab Latin Ket No. | Arab | Latin Ket
Tidak t dengan titik di
L
. ‘ dilambangkan 16 ! bawahnya
5 o b 17 5 . z dengan titik di
bawahnya
3 @ t 18 &
. . s dengan titik di .
4 s atasnya 19 ¢ gh
5 z j 20 o f
h dengan titik di .
6 < h bawahnya 21 c g
7 d kh 22 d k
8 3 d 23 J |
9 3 5 z dengan titik di 2 ] m
atasnya
10 J r 25 O n
11 J z 26 3 w
12 o S 27 ° h
13 i sy 28 s
s dengan titik di
14 oe 3 bawahnya 29 ¢ y
. d dengan titik di
15 e d bawahnya

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:



Tanda Nama Huruf Latin
Fathah a
Kasrah i
Dammah u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan
Huruf Huruf
¢ o Fathah dan ya ai
5 o Fathah dan wau au
Contoh:
—aS= Kaifa,
Jds  =haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan tanda
Huryf

/) Fathah dan alif atau ya a
¢ Kasrah dan ya 1
5 Dammah dan wau u

Contoh:

= qala

(= rama
J8= gila

Jsi= vaqiilu

4. Ta Marbutah (3)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.



a. Tamarbutah (3) hidup
Ta marbutah ( 3) yang hidup atau mendapat harkat fatkah, kasrah dan
dammabh, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (3) mati
Ta marbutah ( 3) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ('3) diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta

marbutah (3) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

iz3@bY)  :raudah al-agfal/ raudatul agfal
fnudddgdd : al-Madinah al-Munawwarah/

al-Madinatul Munawwarah

isb  :7alpah

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi,
seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai
kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir,
bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

3. Kata-kata asing yang sudah menjadi kata serapan, maka penulisannya
disesuaikan dengan kamus Bahasa Indonesia.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan syariat yang dibawa Rasulullah, sebagai sarana
dalam menegakkan tujuan penjagaan dan pemeliharaan keturunan yang sah, atau
dalam istilah maqgasid al-syari’ah disebut dengan Aifzu al-nasl.Untuk itu,
perkawinan hendaknya dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan
dalam Islam.Dalam hukum perkawinan Islam, hal yang pertama harus dipenuhi
oleh masing-masing pihak yang ingin melangsungkan perkawinan adalah
kesetaraan, dalam istilah fikih disebut dengan kafaah.Oleh karena itu, dalam Islam
diajarkan tentang pemilihan jodoh yang tepat.Paling tidak, yang telah disepakati
oleh ulama mengenai kesetaraan yang dimaksud mengenai empat hal, yaitu
kesetaraan dalam masalah kekayaan, keturunannya, kecantikan, dan kekuatan
agama.Dalam hal ini, kesetaraan dalam agama merupakan sesuatu yang sangat
penting dan lebih diutamakan.

Keempat faktor ini pada dasarnya mengacu pada adanya keterangan hadis

yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, yaitu sebagai berikut:
sasfias el el s sEiiag Y
L&LJL@JA-/L&L;:;L} 3 ;Aawuu,u%«fm
Lglalied)



Artinya: “Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau
berkata: "Wanita dinikahi karena empat perkara, yaitu: karena hartanya,
keturunannya, kecantikannya dan karena agamannya. Carilah yang
memiliki agama yang baik, maka engkau akan beruntung”. (HR.
Baihagi).!

Dapat dipahami bahwa keutamaan dalam memilih pasangan seperti yang
tergambar dari hadis di atas terlihat ada penekanan dalam persoalan
agama.Kesamaan agama saharusnya menjadi prioritas utama dalam memilih
pasangan. Alasannya adalah perkawinan memiliki tujuan, yaitu membentuk
keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam menggapai tujuan ini, lebih
memungkinkan diraih oleh orang-orang yang memiliki kesamaan agama. Di
samping itu, Nabi menganjurkan bahwa agama menjadi pertimbangan utama
dalam mencari pasangan hidup, karena lebih memungkinkan untuk dapat
diwujudkannya tujuan di atas.’

Dalam ayat Alquran dibolehkan untuk menikahi wanita yang ahlul kitab,
termasuk di dalam kategori ahlul kitab itu adalah orang-orang atau perempuan
nasrani dan yahudi. Selain orang-orang tersebut, maka ada larangan mengenai
menikahi perempuan yang musyrik selain dua agama yang telah disebutkan.’

Para ulama pada dasaranya berbeda pendapat tentang perkawinan antar
pemeluk agama, adagolongan yang membolehkan dan ada golongan yang

mengharamkan perkawinan jenisini.Hal ini timbul karena dalil-dalil agama Islam

yang menjelaskan perkawinan antaragama itu sendiri masih memerlukan

'Al-Baihagi, Sunan al-Kubra, jilid 4, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ulamiyyah, 1994), him.
523.

’Kementerian Agama RI, Hubungan Antar Umat Beragama; Tafsir Alquran Tematik,
(Jakarta: Aku Bisa, 2012), him. 202.

*Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet. Ill, (Banda Aceh: Yayasan
PeNA, 2010), him. 67.



pemahaman yang mendalam.Artinya, dalil yangberkenaan dengan perkawinan
antar agama tidak memberikan kepastian hukum, sehinggamemerlukan ijtihad
dalam hukum kebolehan dan keharamannya.Terkait dengan ulama yang melarang
perkawinan dengan wanita ahlul kitab berdasarkan keumuman ayat Alquran surat

al-Bagarah ayat 221:

il i AT G s N e s sl
Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita
musyrik, walaupun dia menarik hatimu”. (QS. Al-Bagarah: 221).
Larangan dan keharaman menikahi wanita non muslim meskipun termasuk
ahlul kitab juga menjadi pendapat Majelis Ulama Indonesia. Pada tahun 2005
MUI telah memfatwakan tentang keharaman menikahi wanita ahlul Kkitab
berdasarkan pendapat yang kuat (gaul mu’tamad).*Pada kondisi saat ini,
perkawinan antar agama terjadi sebagai suatu realitasyang tak dapat dipungkiri
dan masih aktual untuk dibicarakan. Berdasarkan perundang-undanganyang
berlaku di Indonesia, telah jelas dan tegas menyatakan bahwa perkawinanantar
agama dilarang karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di
Indonesia.Khususnya pada pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun
1974 yangmenyatakan: “Perkawinan sah adalah apabila dilakukan menurut

agamanya masing-masingdan kepercayaannya itu”.

*Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang
Perkawinan Beda Agama. Dimuat dalam web: https://idtesis.com/analisis-fatwa-mui-nomor-
4munas-viimui82005-tentang-perkawinan-beda-agama/, diakses pada tanggal 27 Juli 2017.



https://idtesis.com/analisis-fatwa-mui-nomor-4munas-viimui82005-tentang-perkawinan-beda-agama/
https://idtesis.com/analisis-fatwa-mui-nomor-4munas-viimui82005-tentang-perkawinan-beda-agama/

Kenyataannya, perkawinan pemeluk antar agama masih sajaterjadi dan
akan terus terjadi sebagai akibat dari interaksi sosial di antara seluruh
warganegara Indonesia yang pluralis. Banyak kasus yang terjadi dalam
masyarakatindonesia seperti perkawinan artis Jamal Mirdad (muslim) dengan
Lidiya Kandau (Kristen), AriSihasale (Kristen) dengan Nia Zulkarnain
(Muslimah), Deddy Corbuzier (Nasrani) denganKalina (muslimah), Ina Indahyati
(muslimah) dengan Jeremi Thomas (Kristen) yang akhirnya Inamasuk agama
Kristen, dan banyak lagi yang lainnya.

Ulama yang membolehkan mengawini penganut Yahudi dan Nasrani
berdasarkan ketentuan Alquran, yaitu wanita ahlul kitab. Laki-laki muslim
dibolehkan kawin dengan ahlul kitab, namun kebolehan untuk menikahi mereka
tidak mutlak, melainkan dengan syarat suami yang beragama Islam tidak
dikhawatirkan akan mengikuti agama isterinya.” Ketentuan mengenai
diperbolehkannya menikahi wanita ahlul kitab dapat dilihat dalam Alquran surat

al-Maidah ayat 5 sebagai berikut:

,Jlt

p\&lvﬁwﬁu%wju}mxwué&nﬂ}ﬁ@
jww}«”&l«a}:j.bwdu\myJM‘uﬁngﬁ

Artinya: “Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan)
orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu
halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang
menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-
wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al
Kitab sebelum kamu.”(QS. Al-Maidah: 5).

Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Isiami wa Adillatuhu, ed. In, Figih Islam; Pernikahan, Talak
Khulu’, Meng-lla’ Isteri, Li’an, Zihar, Masa Iddah,(terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9,
(Jakarta: Gema Insani, 2011), him. 147.



Di samping ayat di atas, dasar dibolehkannya menikahi wanita ahlul kitab
adalah karena para sahabat menikah dengan wanita ahlu zimmah. Usman menikah
dengan Na’ilah yang merupakan wanita Nasrani. Huzaifah menikah dengan salah
seorang wanita dari kalangan Yahudi. Di samping itu, Jabir pernah ditanya
tentang menikahi wanita Yahudi dan Nasrani, ia menyatakan bahwa pernah
menikah dengan mereka (wanita Yahudi dan Nasrani) pada zaman invasi kota
Kufah, bersama dengan Sa’ad bin Abi Wagas.°Termasuk ulama yang
membolehkan laki-laki muslim mengawini wanita ahlul kitab adalah Imam Ibnu
Taimiyah.

Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama besar dari kalangan mazhab
Hambali. la lahir di Harran, salah satu kota induk di Jazirah Arabia yang terletak
antara sungai Dajalah (Tigris) dengan Efrat, pada hari Senin 10 Rabiu ul Awal
tahun 661H. Salah satu muridnya yang terkenal adalah Imam Ibnu Qayyim al-
Jauziyyah. Karena keilmuannya yang luar biasa, maka pemikitran-pemikiran
beliau banyak ditulis dalam berbagai Kkitab, salah satunya adalah kitab Majmu’
Fatawa Ibn Taimiyah.

Terkait dengan pembahasan ini, bahwa beliau menyatakan kebolehan
menikahi wanita tersebut berdasarkan adanya petunjuk ayat Alquran surat al-
Maidah seperti telah dijelaskan sebelumnya.’Lebih lanjut, Ibnu Taimiyah
menyatakan bahwa wanita ahlul kitab yang dibolehkan menikahinya berbeda

dengan wanita musyrik yang dilarang untuk dinikahi. Terkait dengan hukum

®Wahbah Zuhaili, al-Fighu al-Islami..., him. 149.

"Syaikh Islam lbn Taimiyah, Majmu’ Fatawa Ibn Taimiyah, (penyusun: Abdurrahman bin
Muhammad ibnu Qasim), ed. In, “Majmu Fatawa tentang Nikah”, (terj: Abu Fahmi Huaidi &
Syamsuri an-Naba), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), him. 160.



menikahi wanita musyrik telah digambarkan dalam surat al-Bagarah ayat 221
sebagaimana telah dijelaskan di atas. Namun, ketentuan ayat tersebut menurut
Ibnu Taimiyah telah dikhususkan oleh surat al-Maidah yang turunnya lebih akhir.
Untuk itu, menikahi wanita ahlul kitab dibolehkan.® Meskipun kebolehan
menikahi wanita ahlul kitab telah dijelaskan dalam Alquran, tetapi Ibnu Taimiyah
tampaknya membatasi kebolehan menikahi wanita ahlul kitab ini. Dalam hal ini,
Ibnu Taimiyah memandang bahwa agama dan kitab-kitab yang diturunkan bagi
umat Yahudi dan Nasrani pada dasarnya bebas dari kesyirikan. Karena asal mula
agama ahlul kitab tidak ada ajaran tentang syirik, melainkan ajaran tauhid. Untuk
itu, bagi orang-orang yang beragama yahudi dan Nasrani yang kemudian
mempersekutukan Allah, maka mereka dapat digolongkan kepada orang-orang
musyrik, bukah ahlul kitab.? Untuk itu, dapat dikatakan bahwa pandanngan Ibnu
Taimiyah tentang kebolehan menikahi wanita ahlul kitab dalam arti wanita yang
beragama yahudi dan nasrani yang tidak mempersekutukan Allah.

Berdasarkan penjelasan permasalahan tersebut, menarik kiranya dikaji
lebih lanjut mengenai pandangan Ibnu Taimiyah, berikut dengan alasan dan
metode yang digunakan olehnya dalam menetapkan hukum menikahi wanita ahlul
kitab. Untuk itu, peneliti ingin meneliti permasalahan ini dengan judul:
“PANDANGAN IMAM IBNU TAIMIYAH TENTANG PERKAWINAN LAKI-

LAKI MUSLIM DENGAN WANITA AHLUL KITAB”.

8Syaikh Islam lbn Taimiyah, Majmu’ Fatawa..., him. 162.
°Syaikh Islam Ibn Taimiyah, Majmu’ Fatawa..., him. 161.



1.2. Rumusan Masalah
Dari gambaran hukum yang telah dipaparkan dalam latar belakang
masalah di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana dalil dan metode istinbar hukum yang digunakan Imam Ibnu
Taimiyah dalam menetapkan hukum menikahi wanita ahlul kitab?
2. Bagaimana kesesuaian pendapat Ibnu Taimiyah dengan hukum perkawinan

yang ada di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai
berikut:
1. Untuk mengetahui dalil dan metode istinbar hukum yang digunakan Imam
Ibnu Taimiyah dalam menetapkan hukum menikahi wanita ahlul kitab.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pendapat Ibnu Taimiyah dengan hukum

perkawinan yang ada di Indonesia.

1.4.  Penjelasan Istilah

Terdapat dua kata yang perlu dijelaskan mengenai istilah judul penelitian
ini.Kedua kata tersebut adalah perkawinan dan ahlul kitab.Penjelasan istilah ini
bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca dalam membaca

penelitian ini. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:



1. Perkawinan

Istilah perkawinan dapat juga diartikan sebagai pernikahan. Dalam
Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam
adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaganghalidzan untuk
mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.*°Adapun kata
pernikahan, berasal dari kata bahasa Arab, yaitu nakaha atau disebut juga dengan
zawaja. Secara bahasa, nikah bermakna al-wath’u atau berjalan di atas,
melaluibersetubuh atau bersenggama, adh-dhammu atau mengumpulkan,
memegang, menggenggam, menyatukan dan menggabungkan, serta al-jam’u atau
mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan
menyusun.**Sedangkan menurut istilah, terdapat banyak rumusan yang
dikemukakan oleh ahli hukum Islam.Namun, secara umum nikah diartikan
sebagai sebuah akad yang menghalalkan dua belah pihak (suami dan isteri) untuk
bersenang-senang dengan pasangannya. *?

Lebih luas lagi, perkawinan atau pernikahan berarti suatu akad yang
menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan
naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara
timbal balik hal-hak dan kewajiban-kewajiban."*Dari pengertian tersebut, maka

dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan dalam tulisan ini

Dalam Buku | tentang Perkawinan, Pasal 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang
Kompilasi Hukum Islam.

“Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2005), him. 43.

2Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Minhaj al-Muslim,ed. In, Minhajul Muslim; Pedoman Hidup
Harian Seorang Muslim, (terj: Ikhwanuddin & Taufik Aulia Rahman), cet. 2, (Jakarta: Ummul
Qura, 2016), him. 802.

BAmir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Figh Munakahat
dan Undang-Undang Perkawinan, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), him. 39



adalah akad yang menimbulkan hubungan hak dan kewajinan antara wanita dan
pria, serta akad yang dapat menghalalkan antara keduanya.
2. Ahlul Kitab

Ahlul kitab atau wanita ahlul kitab biasa juga disebut sebagai kitabiah.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ahlul kitab atau ahli Kitab,
diterjemahkan sebagai orang-orang yang berpegang pada ajaran kitab suci selain
Alguran.* Menurut Wahbah Zuhaili, ahlul kitab adalah orang Yahudi dan Nasrani
yang diturunkan oleh Allah atas nabi-nabinya berupa pedoman kitab Taurat dan
Injil.*>Ahlul kitab dalam Alquran adalah kaum Yahudi dan Nasrani, karena kitab
suci telah diturunkan kepada mereka dalam wujud Kkitab sebuah kitab
suci.Penyebutan ahlul kitab yang bermakna kaum Yahudi dan Nasrani juga
berlaku secara umum, tanpa ada pengkhususan kelompok tertentu dari mereka.*®

Penyebutan ahlul kitab juga ditujukan pada orang-orang yang beragama
Kristen dan agama Yahudi. Artinya, ayat yang menyebutkan ahlul kitab ditujukan
pada ahli kitab di zaman Nabi saw dan sekarang. Karena, ajaran ahli kitab yang hidup
di zaman beliau sudah mengalami naskh wa tabdiil (penghapusan dan penggantian).
Maka maksud ahlul kitab tersebut menunjukkan bahwa siapa saja yang menisbatkan

dirinya pada Yahudi dan Nashrani, merekalah ahli kitab, temasuk orang-orang yang

““Tim Pustaka Phoenix, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 6, (Jakarta: Pustaka
Phoenix, 2012), him. 19.

\Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Is/amf..., him. 148.

®*Muhammad 1zzi, Ahlul Kitab, dimuat dalam: http:/muslim.or.id/19330-ahlul-
kitab.html, diaksespada tanggal 1 Desember 2016.
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beragama Kristen.Dan penyebutan ahlul kitab tersebut dapat dinisbatkan kepada
mereka, jika mengimani Muhammad.*’

Untuk itu, yang dimaksud dengan ahlul kitab atau wanita ahlul kitab dalam
tulisan ini adalah wanita-wanita yang beragama nasrani dan yahudi, yang sebelumnya
telah diberikan kitab petujuk yang berupa Injil dan Taurat. Baik wanita ahlul kitab itu
hidup pada zaman Nabi, maupun di zaman sekarang ini. Karena, pada zaman Nabi
Muhammad kitab-kitab yang dimaksudkan tadi (Injil dan Taurat) sudah mengalami
perubahan, sehingga wanita pemeneluk agama yang kitabnya sudah dirubah tadi juga
masih disebut ahlul Kitab, begitu juga halnya wanita nasrani dan yahudi dewasa ini

disebut ahlul kitab.

1.5. Kajian Pustaka
Sejauh pengamatan penulis, belum ada yang membahas masalah secara
khusus seperti dalam penelitian ini, yaitu mengenai masalah pandangan Imam
Ibnu Taimiyah tentang perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab.
Namun demikian, secara umum yang membahas tentang perkawinan beda agama
dengan fokus penelitian yang berbeda cukup banyak, misalkan dalam beberapa
karya ilmiah di bawah ini.
1. Skripsi yang ditulis oleh Ariyanto Nico Pamungkas, mahasiswa Fakultas
Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2013 dengan judul:
“Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama; Studi Kasus di Pengadilan Negeri

Surakarta”. Dalam penelitain tersebut, peneliti mempertanyakan bagaimana

Dipublikasikan oleh Muhammad Abduh Tuasikal, yang megutip pendapat Inu
Taimiyah, dimuat dalam: https://rumaysho.com/716-siapakah-ahlul-kitab.html, diakses pada
tanggal 1 Desember 2016.
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pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian dan penetapan hakim
dalam pemberian ijin perkawinan beda agama, dan bagaimana keabsahan
hukum apabila perkawinan itu dilakukan beda agama.

Hasil penelitian tersebut adalah: Pertama, pertimbangan hakim dalam
menentukan pembuktian dan penetapan hakim dalam pemberian ijin
perkawinan beda agama vyaitu hakim mempertimbangkan mengenai
terpenuhinya syarat-syarat materiil yang diajukan para pemohon yaitu Pasal 6
ayat (1) dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu tentang
persetujuan kedua calon mempelai dan dalam ketentuan Pasal 7. Hakim juga
mempertimbangkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 huruf (f) yang
mengatur larangan untuk melaksanakan perkawinan yang berbeda agama, akan
tetapi secara terperinci juga tidak melarang perkawinan beda agama. Apabila
para pihak telah mendapatkan ijin dari pengadilan, keberadaan ijin tersebut
dapat meniadakan larangan untuk melakukan perkawinan beda agama
sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan.

Kedua, mengenai keabsahan hukum dari perkawinan beda agama,
menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) adalah sah,
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.
Akan tetapi berdasarkan penetapan yang diteliti, hakim memberikan
pertimbangan hukum yang keliru karena hakim mendasarkan diri pada stbl
1898 No. 150 yang sudah tidak berlaku lagi sehingga penetapan hakim tersebut
mengandung kekeliruan. Sehingga dasar hukum dilakukannya perkawinan

tersebut tidak sah yang berakibat perkawinan yang dilakukan kedua calon



mempelai tidak sah. Sedangkan dalam hukum Islam seseorang yang melakukan
perkawinan beda agama hukumnya adalah tidak sah.

Berdasarkan ketentuan Qs. Al Maidah: 5, yang menyatakan bahwa laki-
laki boleh menikah dengan perempuan ahli kitab. Penerapan surat tersebut
terhadap kasus diatas yaitu bahwa pemohon laki-laki yang beragama Islam
boleh menikah dengan pemohon perempuan yang beragama kristen. Dengan
persyaratan perempuan yang beragama Kristen itu percaya dan menyembah
kepada Tuhan YME atau Satu Tuhan, percaya kepada satu kitab suci injil
artinya tidak mempercayai adanya injil baru dan injil lama dan mempercayai
bahwa nabi Isa as sebagai utusan Allah bukan Isa Almasih atau Yesus Kritus
atau Anak Tuhan.Dengan pertimbangan bahwa laki-laki sebagai kepala rumah
tangga mempuyai kuasa atas istri dan anak-anaknya. Sehingga perkawinan
beda agama dalam arti dengan ahli kitab, menurut hukum Islam adalah sah.
Sedangkan berdasarkan Alquran surat al-Bagarah ayat 221, yang menyatakan
bahwa baik laki-laki maupun wanita yang beragama Islam dilarangkawin
dengan orang musyrik.Bagi agama kristen, mengenai perkawinan beda agama
itu tidak sah. Akantetapi diperkecualikan bagi pemeluk agama kristen yang
mendapatkan dispensasi dariPastur Paroki.®

2. Skripsi yang ditulis oleh Taurina Happy Noriega, mahasiswi Fakultas
HukumUniversitas Katolik SoegijapranataSemarang, tahun 2010 dengan judul:
“Perbedaan Pandangan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum”.

Dalam  skripsi  ini, peneliti  mempertanyakan  masalah  tentang

Ariyanto Nico Pamungkas, Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama; Studi Kasus di
Pengadilan Negeri Surakarta. (Skripsi), mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah
Surakarta, 2013.



bagaimanaperbedaanpandangan perkawinan beda agama menurut agama Islam,
agamaKatolik, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, serta agama
Khonghucu, dan bagaimana upaya hukum yang tepat untukmenyelesaikan
permasalahan perkawinan beda agama,serta bagaimana seharusnya Undang-
Undang Perkawinan mengatur perkawinan bedaagama dalam masyarakat yang
beragam.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwaAgama Katolik masih membuka
kemungkinan perkawinan bedaagama, sedangkan agama Islam, Kristen, Hindu,
Buddha, dan Khonghucumelarang perkawinan beda agama. Agama Katolik
menyadari bahwanegara Indonesia mayoritas beragama Islam, sedangkan umat
Katolikkurang lebih hanya 3%, maka Gereja berpandangan realistis,
sehinggaada jalan keluar terhadap perkawinan beda agama, dimana umat
yangberagama  Katolik  diberi  kesempatan dan  diijinkan  untuk
melangsungkanperkawinan dengan umat yang beragama non Katolik. Sebelum
tahunl1974, perkawinan antara umat Islam dan non Islam (Ahlul Kitab)
tidakdilarang karena dengan tujuan laki-laki sebagai kepala keluarga
dapatmengarahkan isteri untuk pindah ke agama Islam.

Secara umum ada 2(dua) upaya hukum untuk menyelesaikan
permasalahan perkawinan bedaagama di Indonesia, yaitu upaya hukum melalui
jalur litigasi dan jalurlegislasi. Jalur litigasi, yaitu dengan meminta Penetapan
Pengadilan Negerisebagaimana diatur Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun
2006 tentangAdministrasi Kependudukan. Berdasarkan Penetapan Pengadilan

tersebut,pasangan beda agama yang  akan menikah dapat



mencatatkanperkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil.Sedangkan jalur legislasi, yaitu dengan mengubah Undang-
UndangPerkawinan No. 1 Tahun 1974 dengan menambah pasal-pasal khusus
dantegas mengenai pelaksanaan perkawinan beda agama.®

3. Skripsi yang ditulis oleh Anggreini Carolina Palandi, mahasiswa Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, tahun 2015 dengan judul:
“Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia”. Dalam penelitian
tersebut, peneliti mempertanyakan masalah tentang bagaimana pengaturan
hukum perkawinan beda agama di Indonesia, dan bagaimana akibat hukum
dari perkawinan beda agama di Indonesia.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa menurut UU No. 1 tahun
1974, Kompilasi Hukum Islam dan Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia,
perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan
hukum dan aturan agama masing-masing. Masing-masing agama
menitikberatkan untuk melangsungkan perkawinan yang seagama. Perkawinan
beda agama yang dilaksanakan salah satu pihak dapat melakukan perpindahan
agama, namun ini dapat berarti penyelundupan hukum, karena yang terjadi
adalah hanya menyiasati secara hukum ketentuan dalam UU No 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan. Namun setelah perkawinan berlangsung masing-masing
pihak kembali memeluk agamanya masing-masing.Cara ini sangat tidak

disarankan.Perkawinan berbeda agama mungkin saja dapat dilangsungkan di

®Taurina Happy Noriega, Perbedaan Pandangan Perkawinan Beda Agama dalam
Perspektif Hukum, (Skripsi), mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata
Semarang, 2010.



Kantor Catatan Sipil.Sebagai dasar hukumnya adalah yurisprudensi putusan
Mahkamah Agung Reg No 1400 K/Pdt/1986.

Dalam putusan itu, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan antara
kedua mempelai yang berbeda agama Islam dan Kristen.Namun secara agama
perkawinan tersebut tidaklah sah. Adapun akibat hukum perkawinan beda
agama yaitu anak yang lahir dalam perkawinan beda agama menurut agama
Kristen maupun agama Islam merupakan anak yang tidak sah karena
perkawinannya juga tidak sah. Menurut Hukum Islam dalam pewarisannya
anak yang tidak seagama dengan bapaknya, akan kehilangan hak mewaris
sesuai dengan halangan terjadinya pewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam.
Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 5/MUNAS
VI1/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama: (1) Hukum waris Islam tidak
memberikan hak saling mewaris antar orang-orang yang beda agama (antara
muslim dengan non-muslim); (2) Pemberian harta antar orang berbeda agama
hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.?

4. Artikel yang ditulis oleh Khaira Maulana, mahasiswi Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Ar-Raniry, tahun 2015 dengan judul, “Perkawinan Campuran:
Analisis terhadap Status Hukum Pernikahan Beda Agama di Masyarakat
Indonesia”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan
kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perbedaan pendapat tentang
sah atau tidaknya perkawinan beda agamapun bergulir dan tidak ada

kesepakatan pasti baik dalam ranah hukum Islam maupun hukum positif di

2 Anggreini Carolina Palandi, Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia,
(Skripsi), mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015.



Indonesia (UUP). Bahkan MA telah mengakuiadanya
kekosonganhukum,sehinggakeluarlah  putusanMahkamah  Agung Nomor
1400/K/Pdt/1986. Yurisprudensi ini kemudian dijadikan dasar hukum
dalammemenuhikekosonganhukum  perkawinan beda agama. Dengan
dikeluarkannya yurisprudensi tersebut, maka hingga saat ini status pernikahan
beda agama diakui oleh hukum Indonesia. Artinya, pernikahan campuran
dalam arti beda agama sah menurut hukum yang berlaku.

Dari keempat penelitian di atas, terlihat ada perbedaan mendasar terkait
dengan penelitian dalam tulisan ini. Perbedaannya terletak pada objek kajiannya,
dimana penelitian tersebut lebih menekankan pada studi perbandingan hukum
antara agama terkait dengan pernikahan beda agama. Selain itu, lebih kepada
tinjauan dari aspek yuridis perundang-undangan.Namun, dalam penelitian ini

lebih menfokuskan pada pemikiran tokoh ulama, yaitu Ibnu Taimiyah.

1.6. Metode Penelitian
1.6.1. Metode dan Jenis Penelitian

Metode penelitian dalam tulisan ini yaitu metode kualitatif.Metode
kualitatif dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistik-kontekstual
(secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks/apa adanya) melalui pengumpulan
data dari latar alami sebagai sumber langsung yang diamati.?* Adapun jenis
penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (library research),

yaitu dengan mengkaji sumber data sekunder yang terdiri dari tulisan-tulisan dari

2! Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, (Yogyakarta: Teras, 2009), him. 100.



berbagai rujukan, seperti buku-buku, skripsi, artikel dan peraturan perundang-

undangan serta rujukan lain yang dianggap berkaitan dengan objek penelitian

yang penulis kaji.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (library
research), maka yang menjadi data yang penulis rujuk yaitu sumber data sekunder
berupa buku-buku yang berkaitan dengan objek yang penulis kaji.”Metode atau
teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi
dokumentasi.Dalam kamus dijelaskan bahwa studi dokumentasi yaitu kajian
terhadap naskah-naskah asli.®® Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto,
menjelaskan bahwa studi dokumentasi yaitu mencari hal-hal atau variabel yang
berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat,
agenda dan sebagainya.?® Dalam hal ini penulis menggunakan tiga sumber
hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer,yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terkait
dengan pemikiran lbnu Taimiyah, seperti dalam buku yang berjudul Majmu’
Fatawa Ibnu Taimiyah dan buku-buku karangan Ibnu Taimiyah lainnya.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan

terhadap bahan hukum primer, seperti buku karangan Ibnu Rusyd, Bidayatul

2Sedangkan penelitian lapangan (field research), sumbar datanya yaitu data primer, maka
teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dan dan observasi langsung. Sedangkan
penelitian kepustakaan seperti pada penelitian dalam skripsi ini, menggunakan data sekunder, yaitu
tekniknya pengumpulan beberapa rujukan buku-buku. Mengenai perbedaan data primer dan data
sekunder dapat dilihat dalam buku Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan
Praktek, (Jakarta: Renika Cipta, 2002), him. 206.

“Komaruddin & Yooke Tjuparmah, Kamus Istilah Karya Tulis llmiyah, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2006), him. 62.

*Syharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian..., him. 206.



Mujtahid wa Nihayatul Mugtashid; Analisa Figih Para Mujtahid. Kemudian
buku karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.Zadul Ma’ad dan Ighatsatul
Lahfan,serta tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan kajian penelitian yang
penulis teliti.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan
penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari
kamus-kamus, jurnal-jurnal, artikel serta bahan dari internet dengan tujuan
untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

1.6.3. Analisa Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang
dikaji dengan menggunakan caradeskriptif-analisis.®® Artinya, penulis berusaha
menguraikan konsep masalah yang penulis kaji, kemudian penulis berusaha
menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan terkait pemikiran lbnu

Taimiyah tentang menikahi wanita ahlul kitab (kitabiyah), kemudian masalah

tersebut dicoba untuk dianalisis menurut perpektif hukum Islam atau lebih

tepatnya dianalisis menurut pendapat jumhur ulama yang mu’tabar yang sifatnya
komprehensif. Di samping itu, penulis berusaha membandingkan metode
penemuan hukum antara ulama-ulama figh dengan pemikiran dan pendapat Ibnu

Taimiyah dalam literatur fikih yang telah ditentukan dalam penelitian ini.

“Maksud dari metode kualitatif di sini yaitu cara menganalisa dan menemukan kebenaran
data bersifat rasionalitas, tidak diukur dengan angka-angka seperti dalam metode kuantitatif. Lihat
dalam Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian..., him. 208.



1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan skripsi
ini, maka dipergunakan sistematika dalam empat bab yang masing-masing bab
terdiri dari sub bab sebagaimana di bawabhini.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka,
metode penelitian dan sisitematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentangtinjauan umum pernikahan beda agama
menurut fikih dan perundang-undangan. Di dalamnya berisi penjelasan tentang
pengertian, syarat dan rukun nikah, tujuan pernikahan ditinjau dari berbagai
aspek, dan pendapat empat ulama mazhab tentang perkawinan dengan wanita
ahlul kitab,serta perkawinan beda agama dalam UU No. 1/1974 tentang
Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Yurisprudensi.

Bab tiga merupakan pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian, yaitu
pandangan Ibnu Taimiyah tentang perkawinan laki-laki muslim dengan wanita
ahlul kitab. Dalam bab tiga ini dijelaskan beberapa sub bahasan, yaitu profil Ibnu
Taimiyah, pandangan imam lIbnu Taimiyah tentang makna ahlul kitab, metode
istinbath hukum imam lIbnu Taimiyah dalam menetapkanmenikahi wanita ahlul
kitab, serta relevansi pendapat Ibnu Taimiyahdalam konteks hukum perkawinan
Indonesia.

Bab keempat merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini akan

dirumuskan beberapa kesimpulan dan diajukan saran-saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM PERNIKAHAN BEDA AGAMAMENURUT FIKIH
DAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.5. Pengertian, Syarat dan Rukun Nikah

2.1.1. Pengertian Nikah
Kata nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata na-ka-%a, yang secara
linguistik bermakna al-waz’u,ad-dammu, dan al-jam’u. Masing-masing kata

26 Menurut al-

tersebut bermakna menggauli, bersetubuh, atau bersenggama.
Kahlany dan al-Jurjany, dalam kitab Subiil al-Salam dan Kkitab al-Ta rifat,
sebagaimana yang dikutip oleh Abdur Rahman, juga menyebutkan kata nikah
(bahasa Arab-nya nikah) mempunyai makna mengumpulkan atau memasukkan
yang digunakan untuk arti bersetubuh atau waz 7 (coitus).?’

Selain kata nikah, nama lain yang mempunyai makna yang sama (sinonim)
dengan kata nikah adalah zawaj, atau ziwaj, atau zijah.?® Asal katanya adalah

zaja-yaziiju-zaujan, yang berarti menghasut, menaburkan benih perselisihan dan

mengadu domba. Namun, yang dimaksudkan di sini adalah at-tazwij, asal katanya

% Ahmad Warson Munawwur, Al-Munawwir Qamus Arab-Indonesia, dimuat dalam buku
Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2005), him. 43.

“"Muhammad bin Ismail al-Kahlany, Subil al-Salam, dan Al-Syarif Ali bin Muhammad
al-Jurjany, Kitabal-Ta'rifat, dimuat dalam Abdur Rahman Ghazali, Figh Munakahat, cet. 2,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), him. 7; Pengertian yang sama juga dapat dilihat
dalam Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, ed. In, Figh Islam; Pernikahan, Talak,
Khulw’, 1la’, Li’an, Zihar dan Masa lddah, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta:
Gema Insani, 2011), him. 39.

2Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga..., him. 43-44; dapat juga dilihat dalam
Syaikh Hasan Ayyub, Al-Figh al-Usrah al-Muslimah, ed. In, Figih Keluarga, (terj: Abdul
Ghoffar), cet. 7, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), him. 29. Dalam literatur fikih munakahat,
kata zawaj atau at-tazwij ini memang dimaknai sama seperti nikah, yaitu penggabungan dan
pencampuran, atau dalam istilah bahas Arab disebut al-waz’u,ad-dammu, dan al-jam’u.



adalah  zawwaja-yuzawwiju-tazwijan, berarti mengawinkan, mencampuri,

menemani, mempergauli, menyertai, dan memperisteri.?

Berdasarkan pemaknaan secara bahasa di atas, dapat dipahami bahwa kata
nikah tidak dimaksudkan selain untuk menunjukkan hubungan senggama antara
laki-laki dan perempuan. Adapun menurut istilah/terminologi, pemaknaan kata
nikah penulis bagi ke dalam dua rumusan. Masing-masing rumusan ini nantinya
dapat diketahui perbedaannya satu sama lain. Rumusan pertama penulis rujuk
pada pengertian yang dibuat oleh para ulama klasik, khususnya empat Imam
Mazhab, yaitu sebagai berikut:*

1. Menurut mazhab Hanafiyah, nikah adalah akad yang memberikan faedah
(mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja)
bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan
kenikmatan biologis.

2. Menurut mazhab Malikiyah, nikah sebagai sebuah ungkapan (sebutan) atau
titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih
kenikmatan (seksual) semata-mata.

3. Menurut mazhab Syafi’iyah, nikah adalah akad yang menjamin kepemilikan
(untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) inkah atau tazwij, atau
turunan (makna) dari keduanya.

4. Menurut mazhab Hanabillah, nikah adalah akad yang dilakukan dengan
menggunakan kata inkah atau tazwij guna mendapatkan kesenangan

(bersenang-senang).

23yaikh Hasan Ayyub, Al-Figh al-Usrah al-Muslimah, ed. In, Figih Keluarga, (terj:
Abdul Ghoffar), cet. 7, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), him. 29.
*“Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga..., him. 45.



Berdasarkan keempat rumusan nikah di atas, nampaknya empat Imam
Mazhab memberikan batasan makna nikah secara sempit. Yaitu hanya pada
makna akad untuk membolehkan hubungan kelamin antara masing-masing yang
melakukan akad nikah. Makna ini tentu sangat erat kaitannya dan tidak jauh
berbeda dengan makna bahasa di atas, yaitu menyetubuhi, berkumpul, atau
menggauli. Empat rumusan di atas juga dipertegas kembali oleh Wahbah Zuhaili,
bahwa nikah diartikan hanya sebagai sebuah akad yang mengandung pembolehan
bersenang-senang dengan perempuan. Maksud dari bersenang-senang di sini bisa
saja memuat pengertian berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan
sebagainya. ™

Jika dilihat dalam konteks sekarang, nampaknya pengertian nikah telah
mengalami perubahan yang mencakup makna lebih komprehensif lagi, yaitu bisa
bermakna akad nikah, dalam rumusannya juga dimasukkan tujuannya nikah, yaitu
untuk bersenang-senang, serta di dalamnya juga akan timbul hak dan kewajiban
saling mengikat antara suami isteri. Cakupan makna nikah seperti ini dapat
dipahami dari beberapa rumusan ulama yang datang kemudian. Di antaranya
adalah sebagai berikut:

1. Menurut Muhammad Abu Ishrah, cakupan makna nikah di samping sebagai
akad pembolehan hubungan suami isteri, juga didalamnya akan timbul hak dan
kewajiban masing-masing. Beliau merumuskan bahwa nikah adalah akad yang

memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami

$'Wahbah Zzuhaili,Al-Figh al-Zsiami wa Adillatuhu, ed. In, Figih Islam; Pernikahan,
Talak, Khulu’, 1la’, Li’an, Zihar dan Masa Iddah, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9,
(Jakarta: Gema Insani, 2011), him. 39.



isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi
batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.*

2. Menurut Ahmad Ghandur, nikah adalah akad yang menimbulkan kebolehan
bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan
dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-
hak dan kewajiban-kewajiban.*

Dua rumusan di atas secara jelas dapat dipahami bahwa nikah tidak hanya
dipandang dan dimaknai hanya sebatas akad pembolehan hubungan kelamin
(seperti definisi empat imam mazhab sebelumnya), tetapi juga dimaknai sebagai
akad yang menimbulkan keterikatan hak dan kewajiban antara pria dan wanita
yang menikah. Untuk itu, di bawah ini penulis menyimpulkan beberapa poin
cakupan makna nikah secara istilah, yaitu:

a. Nikah merupakan sebuah akad, dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang
wanita. Ini artinya pernikahan yang dilakukan antara sesama jenis, baik laki-

laki dengan laki-laki, atau sebaliknya, tidak disebut dengan nikah.*

*Dimuat dalam Zakiah Daradjat, llmu Figh..., him37, dikutip oleh Abdur Rahman
Ghazali dalam bukunya: Figh Munakahat..., him. 9.

B Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Figh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), him. 39; Lebih
lanjut, Amir Syarifuddin menjelaskan maksud definisi nikah menurut Ahmad Ghandur yang
mengatakan “tuntutan naluri kemanusiaan” sama dengan makna “ibahah al-war’i”, atau
pembolehan hubungan kelamin.

%seorang laki-laki tidak bisa menikah dengan laki-laki, melaikan dengan lawan jenisnya.
Begitu juga sebaliknya terhadap perempuan. Untuk itu, bagi yang melakukan hubungan sesama
jenis, baik gay (liwath) meupun lesbian (musahagah), tidak akan terwujud tujuan perkawinan.
Seperti yang diungkap oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, bahwa apa yang dilakukan oleh pelaku
liwath (homoseks) bukan lah untuk memenuhi kebutuhan yang memang menjadi kecenderungan
laki-laki terhadap wanita (dan sebaliknya), yaitu seperti memenuhi dorongan seksual dan
kenikmatan berhubungan intim, terwujudnya ras cinta dan kasih sayang, dan juga demi lahirnya
keturunan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan umat manusia sebagai makhluk yang paling
mulia. Dimuat dalam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Al-Jawab al-Kafi, ed. In, Solusi Qur’ani dalam
Mengatasi Masalah Hati, (terj: Salafuddin Abu Sayyid), (Jakarta: Al-Qowam, 2013), him. 391.



b. Oleh karena nikah sebagai akad, maka tujuannya yaitu untuk membolehkan
hubungan kelamin.

c. Nikah menimbulkan keterikatan hak dan kewajiban antara laki-laki dan wanita
yang menikah.

Sebagai tambahan, rumusan nikah juga telah dimuat dalam dua peraturan
Perundang-Undangan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (selanjutnya ditulis UU Perkawinan), dan Impres Nomor 1 Tahun
1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI). Pada Pasal 1 UU
Perkawinan, disebutkan sebagai berikut:*®

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sedangkan pada Pasal 2 KHI, disebutkan sebagai berikut:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang

sangat kuat atau mitsagan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan

melaksanakannya merupakan ibadah”.

Sebagaimana penjelasan Amir Syarifudin, ketentuan dua pasal di atas
saling berkaitan. Ketentuan Pasal 2 KHI di atas justru tidak mengurangi arti yang
dimuat dalam Pasal 1 UU Perkawinan sebelumnya, melainkan bersifat menambah
penjelasan. Ungkapan “akad yang sangat kuat atau mitsagan ghalidzan” dalam
rumusan KHI merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang
terdapat dalam rumusan UU Perkawinan. Artinya akad nikah bukan hanya

dipandang sebagai ikatan keperdataan semata. Selain itu, ungkapan “untuk

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” seperti dalam

* Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan..., him. 40.



rumusan KHI merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa” pada rumusan UU Perkawinan.*®

Berdasarkan rumusan-rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa nikah
adalah akad yang dilakukan antara seorang laki-laki dan seorang wanita dalam
sebuah ikatan yang kuat (lahir batin), tujuannya adalah untuk bisa dilegalkannya
hubungan suami isteri, dan masing-masing keduanya timbul hak dan kewajiban,
serta pelaksanaannya bagian dari ibadah kepada Allah.
2.1.1. Rukun dan Syarat Nikah

Ulama berbeda pandangan dalam menetapkan unsur-unsur pada rukun dan
syarat nikah. Perbedaan tersebut tidak lain disebabkan oleh karena perbedaan
dalam memaknai rukun dan syarat nikah itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh
Abdul Majid, dalam kitabnya “al-Wajis fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyyah”,
menyebutkan paling tidak ada dua kelompok ulama yang berbeda dalam
mengartikan kata rukun, yaitu kalangan Hanafiyyah, dan kalangan selain
Hanafiyyah, seperti kalangan Malikiyyah, Syafi’iyyah, dan Hanabillah.*’Menurut
Mazhab Hanafi, rukun adalah bagian dari sesuatu, sedangkan sesuatu itu tidak
akan ada tanpanya (rukun). Dengan demikian, rukun perkawinan menurut mereka
adalah ijab dan kabul yang muncul dari keduanya berupa ungkapan kata

(shighah).*®

% Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan..., him. 40-41.

¥Abdul Majid Mahmud Mathlub, al-Wajis fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyyah, ed. In,
Panduan Hukum Keluarga Sakinah, (terj: Harits Fadhy & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era
Intermedia, 2005), him. 33; lihat juga dalam Wahbah Zuhaili,Al-Figh al-Isiami..., jilid 9, him. 45.

*¥Ulama yang juga menyatakan rukun nikah hanya ijab dan kabul adalah al-Jazairi. Lihat
dalam kitabnya: Abu Bakar Jabir al-Jazairy, Minhgj al-Muslim, ed. In, Minhajul Muslim; Pedoman
Hidup Seorang Muslim, (ter: Ikhwanuddin Abdullah & Taufig Aulia Rahman), cet. 2, (Jakarta:
Ummul Qura, 2016), him. 804.



Sedangkan menurut selain mazhab Hanafi, rukun itu adalah apa yang
harus ada demi menggambarkan wujud sesuatu, baik ia merupakan bagian darinya
maupun tidak. Dengan demikian, rukun perkawinan menurut mereka yaitu kedua
mempelai pembuat akad, ungkapan kata (shighah) dan objek akad (perempuan).

Pengertian yang mudah dipahami terkait makna rukun dan syarat
perkawinan adalah seperti yang diungkap oleh Abdul Hamid Hakim, dalam
kitabnya, “Mabadi’ Awwaliyyah”, dikutip oleh Abdur Rahman Ghazali.
Disebutkan bahwa rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan
tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian
pekerjaan itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan
sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam
rangkaian pekerjaan itu.*

Dapat disimpulkan bahwa yang termasuk rukun nikah adalah unsur yang
mesti ada dalam rangkaian akad nikah, sedangkan syarat adalah unsur yang tidak
mesti ada dalam rangkaian akad nikah. Merujuk pada pendapat jumhur ulama,
bahwa rukun nikah ada 5 (lima) macam, yaitu:

1. Mempelai laki-laki.
2. Mempelai perempuan.
3. Wali dari pihak perempuan.*

4. Dua orang saksi yang adil.

$¥Abdul Hamid Hakim, Mabadi’ Awwaliyyah..., juz 1, him. 9, dimuat dalam Abdur
Rahman Ghazali, Figh Munakahat..., him. 45-46.

“*Menurut Imam Maliki dan Syafi’i, wali adalah rukun nikah. Menurut Imam Hanbali
adalah syarat nikah, sedangkan menurut Imam Hanafi, wali bukan rukun dan syarat nikah. lihat
dalam Ahmad bin Umar al-Dairabi, Ahkam al-Zawaj ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah, ed. In, Figih
Nikah; Panduan Untuk Pengantin, Wali dan Saksi, (Jakarta: Mustagim, 2003), him. 154.



5. ljab dan kabul (shighah ‘akd).*

Kelima unsur di atas harus ada dalam akad nikah. Sedangkan yang
dimaksud syarat nikah adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun
perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.
Dalam hal ini, penulis menyebutkan syarat nikah sebagaimana telah dirangkum
oleh Tihami, yaitu sebagai berikut:*

1. Syarat-syarat calon suami adalah bukan mahram dari calon isteri, tidak
dipaksa (atas kemauan sendiri), orangnya jelas, dan tidak sedang ihram.

2. Syarat-syarat calon isteri adalah tidak ada halangan syarak, seperti tidak
bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah. Kemudian merdeka,
atas kemauan sendiri (tidak ada paksaan),”® jelas orangnya, dan tidak
sedang ihram.

3. Syarat-syarat wali adalah laki-laki, baligh, berakal, tidak dipaksa, adil, dan

tidak sedang ihram.

'H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap, cet.
3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), him. 12. Amir Syarifuddin juga menyebutkan lima unsur pokok
dalam perkawinan adalah calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari
mempelai perempuan yang akan mengakadkan perkawinan, dua orang saksi, ijab yang dilakukan
oleh wali dan kabul dilakukan oleh suami. Dimuat dalam Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan...,
him. 61; Namun, terdapat juga ulama lainnya memasukkan mahar sebagai rukun nikah, seperti
pendapat al-Jazairy dalam kitabnya: Minhgj al-Muslim, ed. In, Minhajul Muslim;Pedoman Hidup
Seorang Muslim, (Ikhwanuddin Abdullah & Taufig Aulia Rahman), cet. 2, (Jakarta: Ummul Qura,
2016), him. 804; Tetapi, menurut mayoritas ulama, seperti yang dikutip oleh Amir Syarifuddin,
menyebutkan mahar sebagai syarat sahnya perkawinan, bukan rukun nikah. Karena, mahar tidak
mesti disebut dan diserahkan dalam akad nikah. lihat dalam Amir Syarifuddin, Hukum
Perkawinan..., him. 61.

“?H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, Fikih Munakahat..., him. 13-14; tentang syarat-syarat
kelima rukun nikah tersebut, juga dimuat dalam buku Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di
Indonesia, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), him. 12-15.

“Wahbah Zuhaili juga menyatakan bahwa ridha atau kerelaan kedua bela pihak
merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan. Artinya, kedua calon tidak dipaksa untuk
menikah baik dari wali maupun pihak lainnya. Dimuat dalam Wahbah Zuhaili, Al-Figh al-
Islami..., him. 80.



4. Syarat-syarat saksi yaitu laki-laki, baligh, berakal, adil, dapat mendengar
dan melihat, tidak dipaksa, tidak sedang ihram, memahami bahasa yang
digunakan untuk ijab kabul.**

5. Syarat-syarat shighah akad yaitu bahasa yang digunakan hendaknya
mudah dipahami. Kemudian, shighah akad tidak ada syarat dengan waktu
tertentu, jika diucapkan pernikahan dengan waktu tertentu, maka nikah
tidak sah, seperti nikah mut’ah.*

Terkait dengan syarat dari kelima rukun tersebut, al-Dairabi telah
memaparkan secara rinci pendapat-pendapat keempat ulama mazhab dalam
kitabnya, “Ahkam al-Zawaj ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah”. Menurut selain
mazhab Hanafi, seorang laki-laki tidak boleh menikahi wanita muhrimah-nya.
Selain itu, semua mazhab berpendapat bahwa tidak sah menikahi wanita yang
sedang iddah dan memiliki suami, perempuan yang dinikahi harus jelas
keperempuannya. Adapun bagi pengantin laki-laki, selain mazhab Hanafi tidak
sah menikahi muhrim-nya. Ulama mazhab sepakat bahwa laki-laki yang menikah
tidak dalam keadaan dipaksa (atas kemauan sendiri), orangnya jelas, dan tidak

sedang ihram. Sedangkan syarat wali adalah haruslah adil (tidak fasik), laki-laki,

berakal, dewasa, dan beragama Islam (wali tidak sah jika bergama selain Islam).

*“Menurut al-Jazairi, jumlah saksi pada zaman sekarang hendaknya diperbanyak, karena
sedikitnnya orang-orang yang bersifat adil. Keterangan tersebut dapat dilihat dalam dua kitabnya,
yaitu dalam Abu Bakar Jabir al-Jazairi, Minhaj a/-Muslim..., him. 805, kemudian dimuat juga
dalam kitabnya yang berjudul: Niza’atu Rahman [i Ahli al-Iman, ed. In, Amalan-Amalan
Pemelihara Iman, (terj: Nasruddin Atha’ dan Abdurrahman), (Jakarta: Qisthi Press, 2006),
him.151.

*Salah satu prinsip perkawinan Islam yaitu keberlangsungan hubungan perkawinan tidak
ditentukan untuk waktu tertentu, tetapi untuk selama-lamanya. Dalam arti, perkawinan yang
direncanakan untuk jangka waktu tertentu, atau dalam istilah lain disebut sebagai nikah mut’ah,
dilarang dalam agama. Untuk itu, tidak dibenarkan menetapkan jangka waktu tertentu dalam
shigah akad nikah. Lihat dalam Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet. 3,
(Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), him. 41.



Adapun syarat saksi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yaitu baligh,
berakal, adil, dapat mendengar dan melihat, tidak dipaksa, tidak sedang ihram,
memahami bahasa yang digunakan untuk ijab kabul. Adapun syarat dari ijab dan
kabul menurut keempat ulama mazhab adalah harus memakai kata-kata nikah atau
yang semakna dengannya. Misalnya, wali menyatakan: “saya nikahkan engkau
dengan si fulanah”, atau “saya nikahkan engkau dengannya”. Kemudian,
pengantin laki-laki berkata: *“saya terima nikahnya”, atau “saya rela
menikahinya”, atau dengan kalimat lain yang serupa.“®

Jika beralih ke wilayah hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) tidak menyebutkan secara
detail tentang rukun dan syarat nikah. Tetapi, UU Perkawinan ini telah
menyebutkan pelaksanaan nikah dilakukan berdasarkan hukum agama (bagi orang
Islam berlaku rukun dan syarat perkawinan seperti telah disebutkan) masing-
masing. Hal ini sebagaimana dapat dipahami dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU
Perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinanadalah ~ sahapabila  dilakukan ~ menuruthukummasing-
masingagamadan kepercayaannya itu”.

Berdasarkan bunyi pasal di atas, maka dipahami bahwa sahnya perkawinan
harus terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, seperti telah dikemukakan
sebelumnya. Dalam UU Perkawinan nampaknya lebih menekankan pada syarat di
mana setiap pernikahan harus dicatat (sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat 2). Urgensi

pencatatan ini sangat penting dalam hukum positif. Karena, diakui tidaknya

*®*penjelasn lengkap terkait syarat-syarat dari rukun nikah menurut empat Imam Mahab ini
dimuat dalam kitab Ahmad bin Umar al-Dairabi, Ahkam al-Zawaj ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah, ed.
In, Figih Nikah; Panduan Untuk Pengantin, Wali dan Saksi, (Jakarta: Mustagim, 2003), him. 140-
164.



pernikahan menurut negara terletak pada syarat pencatatan ini.*’ Ketentuan
tentang syarat pencatatan perkawinan untuk dapat diakuinya oleh hukum negara
juga dimuat dalam Pasal 5 ayat (1) KHI, di mana disebutkan bahwa pencatatan
perkawinan dilakukan untuk ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam.
Meskipun dalam dalam UU Perkawinan tidak menyebutkan secara rinci
tentang rukun dan syarat nikah, tetapi aturan rincinya telah dimuat dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada BAB IV KHI, dimuat tentang rukun dan
syarat perkawinan. Pasal 14 KHI menyebutkan sebagai berikut:
“Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:
Calon Suami;
Calon Isteri;
Wali nikah;

Dua orang saksi dan;
ljab dan Kabul”.
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Berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam di atas, dapat dipahami
bahwa muatan unsur-unsur atau rukun nikah merujuk pada pandapat jumhur
ulama sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Ketentuan hukum positif

yang paling penting adalah pencatatan nikah. Karena, pencatatan nikah sebagai

“"Elvi Lusiana menyebutkan bahwa menurut hukum Negara, perkawinan yang tidak
dicatat tidak dapat diakui oleh hukum.Akibatnya yaitu isteri tidak bisa menuntut cerai di hadapan
pengadilan, tidak bisa dilakukan pembagian harta bersama atau harta gono-gini, hak anak dan
tidak bisa mengurus hak waris. Dimuat dalam Elvi Lusiana, 100+ Kesalahan dalam Pernikahan,
(Jakarta: Qultum Media, 2011), him. 141. Abdul Manan juga menyebutkan, mengikuti hukum
positif, maka perlu pencatatan perkawinan. Lihat dalam Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di
Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), him, 295; Mengingat pentingnya pencatatan
di Indoensia, maka sebagian ahli hukum berpendapat dengan memasukkan pencetatan nikah
sebagai syarat sahnya pernikahan. Dimuat dalam Taufiqurrahman Syahuri, Legislasi Hukum
Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi,
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), him. 192; keterangan yang sama juga dimuat
dalam Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi
Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1/1974, sampai KHI, cet.
3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), him.123



bukti autentik telah dilakukannya pernikahan, di samping telah terpenuhinya

rukun dan syarat nikah sebagaimana ketentuan hukum Islam.

2.2. Tujuan Pernikahan Ditinjau dari Berbagai Aspek

Setiap perbuatan hukum yang ditetapkan syari’ (Allah) memiliki tujuan
pensyari’atannya, tidak terkecuali hukum pernikahan. Pernikahan adalah jalan
bagi setiap manusia untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Di
samping itu, pernikahan adalah bagian dari ibadah manusia kepada Allah.
Kaitannya dengan ini, as-Sayyid al-lragy menyebutkan bahwa pernikahan
menurut pandangan Islam dilaksanakan sebagai pemenuhan terhadap hikmah
Allah terhadap penciptaan menusia. Lebih lanjut, dikatakan bahwa pernikahan
bisa menjaga kelangsungan jenis manusia, sehingga menusia bisa berketurunan
untuk nantinya dapat melaksanakan kewajiban seperti yang disyari’atkan.*®
Ketika perkawinan dijadikan jalan untuk memperbanyak keturunan dan
melaksanakan kewajiban syara’, hal inilah kemudian menjadikan nikah bagian
dari pelaksanaan ibadah.

Tujuan pernikahan tidak hanya dilihat dari satu aspek semata, yaitu aspek
insaniyah yang memiliki naluri seks yang perlu disalurkan melalui jalan yang
legal, tetapi tujuan nikah juga meliputi aspek ilahiyyah, yaitu pelaksanaannya

ibadah, mengikuti sunnah Rasul, serta dapat menjaga nasab (hifz nasl).

*®Busainah a-Sayyid al-lraqy, Asrar al-Zuwaj al-Sa’id, ed. In, Rahasia Pernikahan yang
Bahagia, cet. 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), him. 19.



Untuk itu, di bawah ini penulis akan memaparkan beberapa tujuan
pernikahan, baik dilihat dari aspek ilahiyyah (ketuhanan/teologis), maupun aspek

insaniyah meliputi aspek biologis, sosiologis, maupun psikologis.

1. Tujuan pernikahan dilihat dari aspek teologis (ilahiyyah atau katuhanan)

Diketahui bahwa pernikahan merupakan bagian dari syiar agama, yang
prakteknya telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. Untuk itu, pelaksanaannya
merupakan bagian dari pemenuhan syari’at dan caranya juga dituntun oleh wahyu.
Terkait dengan tujuan perkawinan dilihat dari aspek ilahiyyah, bahwa perkawinan
dilakukan semata untuk tujuan memenuhi panggilan agama. Imam al-Ghazali
menyebutkan bahwa salah satu tujuan perkawinan yang sangat penting adalah
memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.*

Hal yang senada juga dinyatakan oleh Zakiyyah Daradjat, bahwa tujuan
pernikahan dilakukan adalah untuk memenuhi panggilan agama, memelihara diri
dari kerusakan dan kejahatan.50 Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan aspek
ilahiyyah ini, perkawinan dilaksanakan tidak lain adalah untuk iffah, yaitu
menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Selain itu juga untuk ihsan,
yaitu membentengi diri.>* Zainuddin Ali mengemukakan juga bahwa oleh karena
perkawinan adalah bagian dari perintan agama, maka ia dapat mengurangi

kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan.®2

“pernyataan tersebut dikutip oleh Abdur Rahman Ghazali dalam bukunya: Figh
Munakahat..., him. 24,

*°Dikutip oleh H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, Fikih Munakahat..., him. 15.

*!bid., him. 18.

*27ainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika,
2012), him. 7.



Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan
tidak dapat dilepaskan dari aspek agama dan ketuhanan. Memang, nikah
merupakan akad yang berupa kontrak yang sangat erat kaitannya dengan sisi
hubungan perdata antara laki-laki dan perempuan (sebagaimana dikemukakan
oleh Muhammad Daud Ali).>® Tetapi, nikah itu sendiri adalah syari’at Islam,
sehingga tujuannya adalah untuk menciptakan kemaslahatan manusia. Karena,
dengan adanya pernikahan, maka kerusakan, perzinaan, dekadensi moral, akan
dapat diminimalisir dengan baik. Untuk itu, syari’ mensyari’atkan pernikahan.

2. Tujuan pernikahan dilihat dari aspek bolologis, sosiologis, dan psikologis
(insaniyah)

Dilihat dari aspek manusianya (insaniyah), banyak sekali tujuan
pernikahan. Tujuan pernikahan dari aspek ini dapat dilihat dari sisi pemenuhan
biologis, sosiologis, maupun psikologis. Dikatakan sebagai pemenuhan biologis
bahwa perkawinan merupakan salah satu jalan yang dibenarkan oleh hukum untuk
menyalurkan naluri seks secara sehat dan benar. Sebagaimana disebutkan oleh
Zakiyah Daradjat, bahwa di antara tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi
hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayang. Begitu
juga yang disebutkan oleh Sulaiman al-Mufarraj, salah satu tujuan pernikahan

adalah untuk legalitas untuk melakukan hubungan intim.>

>*Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa pernikahaan bertujuan untuk membentuk
perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan dimaksudkan juga hubungan perdata
yang asasnya adalah suka rela, dan kebebasan memilih. Dimuat dalam Muhammad Daud Ali,
Hukum Islam;Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia, cet. 16, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2011), him. 124.

*Dikutip oleh H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, Fikih Munakahat..., him. 15-18; M. Al
Hasan juga menyatakan bahwa semua manusia yang sehat jasmani dan rohani, bahkan hewan
sekalipun memiliki naluri dan menginginkan hubungan seks sebagai upaya memperoleh
keturunan. Untuk itu, pernikahan yang sah adalah jalan untuk menyalurkannya. Lihat dalam M.



Berdasarkan aspek biologis ini, dapat dipahami bahwa manusia yang
normal, baik dari kalangan wanita maupun laki-laki, tentu memiliki naluri seks.
Karena naluri seks ini condong dan mesti disalurkan, maka pernikahanlah yang
menjadi sarana legalnya. Nampaknya, tujuan pernikahan dari aspek biologis ini
sangat erat kaitannya dengan makna nikah itu sendiri, yaitu hubungan kelamin
atau senggama (al-was'u,ad-dammu, dan al-jam’u).”® Dengan itu, tujuan
pemenuhan biologis ini menjadi urgen dan tujuan utama dilakukannya
pernikahan.

Selain aspek biologis, pernikahan juga memiliki tujuan dari aspek
sosiologis. Aspek ini tentunya kelanjutan dari aspek pertama (biologis). Dengan
tersalurkannya naluri seks secara legal, maka akan menghasilkan keturunan yang
banyak. Sebagaimana disebutkan oleh Amir Syarifuddin, bahwa pernikahan
bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang

akan datang.*® Hal ini berdasarkan ketentuan surat al-Nisa’ ayat 1:
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Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan

Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga di Dalam Islam, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2006), him. 18.

>*Ahmad Warson Munawwur, Al-Munawwir, dimuat dalam buku Muhammad Amin
Summa, Hukum Keluarga..., him. 43.

8 Amir Syarifuddin, Hukum Pekawinan..., him. 46; Pentingnya berketurunan ini hingga
Imam al-Ghazali menyebutkan berketurunan adalah hal yang pokok, karena dengan perantaraan
anak akan mendekatkan seseorang pada empat macam. Yaitu mengikuti kecintaan Allah,
mengharap cinta Rasulullah, mengharap keberkahan dengan anak-anak yang shaleh setelah
kematian orang tuanya, dan mencari syafaat dengan meninggalnya anak kecil jika ia meninggal
sebelumnya. Lihat dalam Ali Yusuf as-Subki, Nizam al-Usrah al-Islamiyyah, ed. In, Figh
Munakahat, (Jakarta: Gema Insani, 2009), him. 25.



isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-

laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang

dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain,
dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu
menjaga dan mengawasi kamu”.

Keturunan tentu diharapkan oleh semua pasangan yang telah menikah.
Berketurunan secara sah (melalui pernikahan) akan membentuk masyarakat kecil
dalam lingkup keluarga. Kemudian akan membentuk masyarakat secara luas.
Timbulnya interaksi sosial antara keluarga dengan keturunan-keturunannya, di
samping akan memperbanyak umat Islam. Kaitannya dengan ini, Sulaiman al-
Mufarraj juga menyebutkan tujuan pernikahan adalah untuk memperbanyak umat
Muhammad.”” Menurut a-Sayyid al-lraqy, dengan berketurunan pastinya
masyarakat Islam akan banyak, dan akan melaksanakan kewajiban-kewajiban
yang dibebankan oleh Allah.®

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan
pernikahan juga sangat erat kaitannya dengan pembentukan sosial masyarakat
muslim yang baik. Aspek sosiologis yang sangat tampak dari pernikahan adalah
terjalinnya silaturrahmi antara keluarga yang satu dengan keluarga lainnya.
Mengutip kembali yang disebutkan oleh Suliaman al-Mufarraj, sebagaimana
dikutip oleh Tihami, bahwa pernikahan bertujuan untuk mempertemukan tali
keluarga yang berbeda, sehingga dapat memperkokoh lingkaran keluarga.”® Untuk
itu, dari sisi sosiologis, baik lingkup kecilnya adalah keluarga, dan masyarakat

luas pada umumnya, akan terbentuk secara baik melalui pernikahan yang sah

berdasarkan tuntunan agama.

"Dikutip oleh H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, Fikih Munakahat..., him. 18.
*®Busainah a-Sayyid al-Iraqy, Asrar al-Zuwgj..., him. 19.
%H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, Fikih Munakahat..., him. 18.



Selain aspek biologis dan sosiologis, tidak kalah pentingnya bahwa tujuan
pernikahan juga akan dapat memenuhi aspek psikologis. Paling tidak, aspek
psikologis ini akan dirasakan oleh kedua pasangan yang menikah. Meliputi rasa
senang (bahagia), dan memperoleh ketenangan jiwa baik suami maupun isteri,
atau dalam istilah yang sering digunakan adalah terciptanya keluarga samara
(sakinah, mawaddah, dan rahmah).®

Dalam kaitannya dengan tujuan ini, Alquran telah menjelaskan dalam

surat al-Rtm ayat 21:
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Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.
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Berdasarkan ketentuan ayat di atas, bahwa pernikahan merupakan jalan
bagi pasangan suami isteri untuk mendapatkan rasa tenang dan bahagia.
Sebagaimana dijelaskan olen Amir Syarifuddin, bahwa penyaluran nafsu syahwat
untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh dengan
tidak melakukan pernikahan secara sah. Tetapi, dalam mendapatkan ketenangan

hidup bersama suami isteri tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur

%K ata sakinah mengandung arti kedamaian, ketentraman, ketenangan, atau kebahagiaan.
Kata mawaddah berarti rasa cinta. Sedangkan kata razmah berarti kasih sayang (riggah), yaitu
sifat yang mendorong seseorang untuk berbuat kebajikan kepada yang dikasihi. Lengkapnya
dimuat dalam Kementerian Agama RI, Membangun Keluarga Harmonis; Tafsir Alquran Tematik,
(Jakarta: Aku Bisa, 2012), him. 64-73.



perkawinan.®* Senada dengan yang disebutkan oleh Imam al-Razi, sebagaimana
yang dikutip oleh Muslich Taman, bahwa pernikahan dapat menciptakan rasa
tenang, baik batin rasa tenang fisik.®? Berdasarkan aspek psikologis ini, dapat
disimpulkan bahwa perkawinan bertujuan untuk menciptakan ketenangan bagi
suami dan isteri. Kondisi jiwa atau psikis keduanya akan tenang, dan

mendapatkan kebahagiaan.

2.3. Pendapat Ulama tentang Perkawinan dengan Wanita Ahlul Kitab

Sub bahasan ini penting dijelaskan, karena berkaitan dengan topik
penelitian ini. Namun, secara umum di sini akan dibahas pendapat-pendapat
ulama (termasuk ulama empat mazhab) tentang kedudukan hukum menikahi
wanita ahlul kitab, berikut dengan alasan normatif (nas) dan logis yang dijadikan
penguat pendapat ini nantinya.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Qutb, dalam kitab tafsirnya:
“Fi Zilal al-Qur’an,”, bahwa perkawinan merupakan hubungan yang paling kuat
dan paling langgeng yang mempertemukan jenis manusia. Karena itu, hati (antara
kedua pasangan yang menikah) harus saling menyatu dalam ikatan yang satu dan
arah yang satu pula. Di mana, instrumen untuk menyatukan hati keduanya adalah
kesamaan akidah (kesamaan agama).®® Berdasarkan penjelasan ini, dapat

dipahami bahwa perkawinan hendaknya dilakukan oleh orang yang sama akidah

82 Amir Syariduddin, Hukum Perkawinan..., him. 47.

®2Muslich Taman dan Aniq Farida, 30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah
Tangga Sakinah Mawaddah wa Rahmah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), him. 7.

83sayyid Quthb, Tafsir fi Zilal al-Qur’an; ed. In, Di Bawah Naungan Al-Qur’an, (terj:
Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), him. 172. Keterangan
Sayyid Qutb ini juga dikutip dalam buku Busainah a-Sayyid al-Iraqy, Asrar al-Zuwaj al-Sa'id, ed.
In, Rahasia Pernikahan yang Bahagia, cet. 4, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), him. 21-22.



dan agamanya. Indikasi mengenai seruan syara’ untuk menikahi sesama agama
pada dasarnya dilandasai dengan dalil nagli, salah satunya dalil hadis yang
memerintahkan kepada laki-laki untuk memilih empat kriteria wanita, salah satu
terpenting adalah memilih berdasarkan agamanya. Adapun bunyi hadis tersebut
adalah sebagai berikut:
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Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Musa,
telah mengabarkan kepada kami Ishag bin Yusuf Al Azraq, telah
mengabarkan kepada kami Abdul Malik bin Abu Sulaiman dari ‘Atha’ dari
Jabir bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang
wanita dinikahi karena agamanya, hartanya dan kecantikannya. Tetapi,
utamakanlah agamanya, niscaya kamu akan beruntung”. (HR. Baihagi).**
Kaitannya dengan perkawinan beda akidah atau agama, memang masih

menuai kontroversi, khususnya dalam hal pernikahan laki-laki muslim dengan
wanita ahlul kitab. Artinya, ada ulama yang membolehkannya dan ada juga ulama
yang mengharamkannya. Dalam kasus wanita muslimah dengan laki-laki non
muslim ulama sepakat tentang larangan perkawinannya. Dalam hal ini tidak ada
perbedaan pendapat.

Kategori ahlul kitab itu adalah orang-orang atau perempuan Nasrani dan

Yahudi. Selain orang-orang tersebut, maka ada larangan mengenai menikahi

® Al-Baihaqi, Sunan al-Kubra, jilid 4, (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ulimiyyah, 1994), him.
523.



perempuan yang musyrik selain dua agama yang telah disebutkan.®® Menurut
Wahbah Zuhaili, ahlul kitab yaitu orang Yahudi dan Nasrani yang diturunkan oleh
Allah atas nabi-nabinya berupa pedoman kitab Taurat dan Injil.*® Dalam redaksi
yang lain, Yusuf al-Qardhawi menyebutkan ahlul kitab yaitu orang-orang yang
diberi kitab kepada para Nabi melalui jalan pewahyuan, khusunya dari kalangan
Yahudi dan Nasrani. Selain dari kedua agama tersebut, tidak dimasukkan sebagai
ahlul kitab.®” Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa wanita aklul kitab
yang dimaksudkan juga wanita-wanita yang diberikan kitab kepada para Nabi,
khususnya wanita yang beragama Yahudi dan Nasrani.

Menurut pendapat jumhur ulama, terdiri dari ulama empat mazhab, Imam
Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali, serta pengikutnya, bahwa seorang muslim
halal menikahi wanita-wanita ahli kitab, baik yang merdeka, yang berstatus
sebagai ahli zimmah, dan yang menjaga kehormatannya.®® Labih lanjut, dikatakan
bahwa wanita ahlul kitab berbeda dengan wanita musyrik. Artinya, wanita ahlul
kitab merupakan wanita yang secara hukum mendapat perlakuan khusus. Salah
satunya yaitu boleh menikahinya.

Adapun dalil normatif sebagai penguat pendapat ini merujuk pada

ketentuan surat al-Maidah ayat 5:

%*Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cet. 111, (Banda Aceh: Yayasan
PeNA, 2010), him. 67.

%8\Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islami..., jilid 9, him. 148.

"yusuf al-Qardhawi, Al-Halal wal Haram fi al-Islam, ed. In, Halal dan Haram, (terj:
Abu Sa’id alFalahi, dkk), (Jakarta: Rabbani Press, 2000), him. 206.

®®Disebutkan dalam beberapa kitab fikih, yaitu kitab: “Syark al-Far al-Qadir”, “Bada’t
as-Sana’r”, “Al-Fawakih ad-Diwanz”, “Bidayah al-Mujtahid”, “Al-Majmi’ Syar/ al-Muhazab”,
“Mughni al-Muhtgj”, dan kitab “al-Mughni”, dimuat dalam situs almanhaj, melalui: https
://almanhaj.or.id/3995-hukum-seorang-muslim-menikahi-wanita-ahli-kitab.html,  diakses pada
tanggal 6 Maret 2017.
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https://almanhaj.or.id/3995-hukum-seorang-muslim-menikahi-wanita-ahli-kitab.html
https://almanhaj.or.id/3995-hukum-seorang-muslim-menikahi-wanita-ahli-kitab.html
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Artinya: “Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan
(sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan
makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini)
wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman
dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang
diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin
mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan
tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang Kkafir
sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah
amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi”.

Menurut jumhur fugaha (Imam Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali),
sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, bahwa ayat di atas berlaku khusus
hanya bagi wanita-wanita ahlul kitab. Lebih lanjut, wanita ahlul kitab pada ayat di

sini berbeda dengan wanita musyrik seperti ketentuan surat al-Bagarah ayat 221
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Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita
musyrik, walaupun Dia menarik hatimu.dan janganlah kamu menikahkan
orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang
musyrik, walaupun Dia menarik hatimu.mereka mengajak ke neraka,
sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah



menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia
supaya mereka mengambil pelajaran”.

Ketentuan ayat ini bersifat umum (‘am), sedangkan surat al-Maidah ayat 5
sebelumnya bersifat khusus (khas). Sehingga, ketentuan yang bersifat khusus
lebih dikuatkan dengan tidak menghilangkan ketentuan yang bersifat umum.®
Artinya, menikahi wanita ahlul kitab pada surat al-Maidah ayat 5 bersifat khusus,
sehingga ketentuan boleh menikahi wanita tersebut tetap berlaku. Sedangkan
ketentuan surat al-Bagarah ayat 221 juga tetap berlaku, di mana wanita musyrik
selain wanita ahlul kitab diharamkan untuk dinikahi.

Di samping ayat di atas, dalil lain yang membolehkan menikahi wanita
ahlul kitab adalah karena adanya praktek para sahabat yang menikahi wanita ahlu
zimmah. Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa ahlu zimmah yaitu istilah untuk orang
kafir yang menunaikan jizyah (pajak), sehingga mereka mendapatkan
perlindungan dari kaum muslimin sampai batas waktu yang tidak ditentukan.
Mereka mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin untuk memberlakukan
hukum Allah dan rasul-Nya terhadap diri mereka dikarenakan mereka menetap di
negeri yang memberlakukan hukum Allah dan Rasul.™

Terkait dengan pernikahan dengan wanita ahlu zimmah, Wahbah Zuhaili
dalam kitanya “al-Figh al-Islami wa Adillatuh”, menyebutkan bahwa Usman
menikah dengan Na’ilah yang merupakan wanita Nasrani. Huzaifah menikah
dengan salah seorang wanita dari kalangan Yahudi. Di samping itu, Jabir pernah

ditanya tentang menikahi wanita Yahudi dan Nasrani, ia menyatakan bahwa

%Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islamt..., him. 149.
Dimuat dalam https://muslim.or.id/4806-pembagian-kaum-kafir.html, diakses pada
tanggal 31 Juli 2017.
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pernah menikah dengan mereka (wanita Yahudi dan Nasrani) pada zaman invasi
kota Kufah, bersama dengan Sa’ad bin Abi Wagas.”

Adapun alasan logis tentang diperbolehkannya menikahi wanita ahlul
kitab yaitu karena ada hal-hal pokok yang bisa dicari titik temunya antara mereka
ahlul kitab dengan laki-laki muslim. Di antaranya pengakuan adanya Tuhan, iman
kepada para Rasul dan hari Akhir serta iman kepada hari pembalasan. Adanya
titik temu dan jembatan penghubung inilah yang pada umumnya bisa menjadi
pondasi kehidupan rumah tangga yang lurus. Selain itu, diharapkan dari
pernikahan tersebut akhirnya wanita ahli kitab tadi bisa masuk Islam, karena
sebenarnya dia telah beriman kepada para Nabi dan kitab-kitab suci secara
global.”

Sayyid Sabig menambahkan bahwa, meskipun menikahi wanita ahlul kitab
dibolehkan, tetapi kebolehannya lebih utama ditinggalkan. Artinya, tingkat
kebolehannya itu berada pada tingkatan makruh. Ketika dikerjakan tidak
mendapatkan apapun namun ketika ditinggalkan mendapatkan pahala.”® Yusuf al-
Qardhawi, seorang ulama kontemporer juga memandang hal yang sama, bahwa

menikahi wanita ahlul kitab adalah dibolehkan dan dibenarkan.”® Lebih lanjut,

ditegaskan bahwa meskipun mereka (wanita ahlul kitab) dianggap kufur dan sesat,

""Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Isiami..., hlm. 149; tentang pendapat bolehnya menikah
dengan wanita ahlul kitab sebagaimana jawaban pertanyaan orang-orang kepada Jabir ra tentang
hukum seorang muslim menikahi wanita-wanita Yahudi dan Nasrani, juga dimuat dalam kitab Al-
Majmaz Syark al-Muhazab.

"2\Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islamf..., him. 149.

"8sayyid Sabig, Fighus Sunnah, (terj: Asep Sobari, dkk), jilid 2, cet. 5, (Jakarta: al-
I’Tishom, 2012), him. 101.

"yusuf al-Qardhawi, Al-Halal wa al-Haram f7 al-Islam, ed. In, Halal dan Haram dalam
Islam, (terj: Mu’ammal Hamidy), (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), him. 170.



namun Islam memperbolehkan seorang muslim menikahinya, baik setelah
terjadinya penggantian tentang ajaran kitabnya, maupun sebelumnya.”

Meskipun sebagian besar ulama memperbolehkannya, tetapi untuk
segolongan ulama lainnya justru mengharamkannya, dan ada juga ulama yang
mengambil jalan tengah.”® Ulama yang mengharamkan menikahi wanita ahlul
kitab seperti yang dinukil oleh Abdullah bin Umar, bahwa kelompok Syi’ah
Imamiyah mengharamkan pernikahan jenis ini. Adapun dalilnya adalah mengacu
pada makna umum surat al-Bagarah ayat 221 yang menyebutkan menikah dengan
wanita musyrik. Menurut pendapat ini, wanita ahlul kitab termasuk dari kalangan

wanita musyrik berdasarkan keumuman makna ayat berikut:
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Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita
musyrik, walaupun Dia menarik hatimu.dan janganlah kamu menikahkan
orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang
musyrik, walaupun Dia menarik hatimu.mereka mengajak ke neraka,
sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah
menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia
supaya mereka mengambil pelajaran”.

yusuf al-Qardhawi, Al-Halal wal Haram..., him. 206.

"®pendapat jalan tengah yang penulis maksudkan adalah pendapat ulama yang masih
mengakui ketentuan surat al-Maidah ayat 5 tentang dibolehkannya menikahi wanita ahlul kitab.
Akan tetapi, ahlul kitab yang dimaksud adalah dari kalangan Nasrani dan Yahudi yang kitab dan
ajarannya masih asli, belum ada penyelewengan dan penggantian. Pendapat ini menurut lbnu
Taimiyyah, yang akan dibahas secara rinci pada bab tiga.



Berdasarkan penjelasan pendapat ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa
hukum menikahi wanita ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani adalah
masalah hukum yang masih diperdebatkan (khilafiyah). Akan tetapi, merujuk pada
pendapat yang masyhur, sebagaimana pendapat jumhur sebelumnya, bahwa
menikahi wanita ahlul kitab tetap diperbolehkan hingga saat ini. Tetapi, prinsip
utama pernikahan dalam Islam adalah mengutamakan wanita berdasarkan

agamanya, yaitu agama Islam (sebagaimana tersebut dalam hadis sebelunya).

2.4. Perkawinan Beda Agama dalam UU No. 1/1974 tentang Perkawinan,
Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU
Perkawinan) tidak membasas masalah perkawinan beda agama. Namun, secara
implisit (tersirat), aturan tentang hukum menikah beda agama dalam UU
Perkawinan nampaknya diserahkan berdasarkan ketentuan masing-masing agama
dan kepercayaa masyarakat Indonesia. Artinya, jika dalam sebuah agama
membenarkan pernikahan beda agama, maka UU Perkawinan mengikuti
ketentuan agama yang dimaksudkan. Makna ini dapat dipahami dari ketentuan
Pasal 2 ayat (1), bahwa: “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Secara praktis, muatan Pasal 2 tersebut memang tidak cukup. Untuk itu,
penjelasan tentang nikah beda agama ini kemudian secara jelas diatur dalam
Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagai konsideran (pertimbangan yang menjadi
dasar penetapan keputusan) dalam memutus sah tidaknya perkawinan beda

agama menurut hukum positif memang tidak dapat dilepaskan dari konsep



hukum agama tentang itu. Secara eksplisit, KHI telah menuangkan beberapa
pasal tentang ketentuan nikah beda agama. Salah satunya mengacu pada Pasal 4,
yang berbunyi:
“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai
dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan”.
Ketentuan pasal di atas dipertegas lagi dengan ketentuan BAB VI KHI
tentang larangan kawin, yaitu Pasal 40, yang bebunyi:
“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan
seorang wanita karena keadaan tertentu:
a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan
dengan pria lain;
b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria
lain;
c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam”.
Adapun Kketentuan larangan wanita menikahi laki-laki non muslim

dijelaskan dalam Pasal 44:

“Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan
seorang pria yang tidak beragama Islam”.

Bagi umat muslim di Indonesia, tentu harus mengacu pada ketentuan
hukum Islam. Disebutkan bahwa laki-laki hanya boleh menikahi wanita non-
muslim hanya pada kasus ahli kitab, yaitu dari golongan Yahudi dan Nasrani
(Kristen). Tetapi untuk wanita muslim, tidak sah pernikahannya dengan laki-laki
non muslim beragama apapun (sebagaimana telah dijelaskan pada sub bahasan
sebelumnya). Larangan menikah antara orang muslim (baik laki-laki dan wanita
sekaligus) dengan non muslim ini secara tegas telah difatwakan oleh Majelis
Ulama Indonesia (MUI). Tepatnya pada tahun 2005, MUI telah mengeluarkan

fatwa Nomor VII/MUI/8/2005 tentang Pernikahan Beda Agama. Intinya bahwa



baik laki-laki maupun perempuan muslim haram menikahi orang yang non
muslim.”’

Jika dilihat dalam realita masyarakat Indonesia setelah diterbitkannya
kedua peraturan perundang-undangan di atas, justru pernikahan beda agama
gencar dilakukan. Nikah beda agama ini tidak hanya dilakukan oleh laki-laki
muslim dengan wanita non-muslim, tetapi juga dilakukan oleh wanita muslim
dengan laki-laki non-muslim yang dalam hukum Islam sangat dilarang.

Di antara kasus-kasus nikah beda agama dewasa ini misalnya Yuni Sara
(Islam) dengan Henry (Kristen), Amara (Islam) dan Francois Mohede (Kristen),
Bucek Depp (Islam) dan Unique Priscilla (Kristen), Melly Manuhutu dan
Prakacha Kashmir, Jamal Mirdad (Islam) dengan Lidiya Kandau (Kristen),
AriSihasale (Kristen) dengan Nia Zulkarnain (Muslimah), Deddy Corbuzier
(Nasrani) denganKalina (muslimah), dan masih banyak pasangan nikah beda
agama lainnya.”

Semua kasus pernikahan beda agama yang telah disebutkan telah menjadi
keputusan hakim (yurisprudensi). Ini artinya bahwa di Indonesia, peluang untuk
dilakukannya pernikahan beda agama sangat dimungkinkan. Karena, hukum
yang mengikat perkawinan ini diatur oleh UU Perkawinan, sedangkan dalam
Undang-Undang ini tidak ada ditetapkan tentang larangan nikah beda agama. Hal

ini diperkuat dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor

""Fatwa Majelis Ulama Indonesia NomorVII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda
Agama.

"®Beberapa kasus nikah beda agama di atas dapat dilihat dalam beberapa situs,
diantaranya dalam: http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol6268/uu-perkawinan-tidak-mela
rang-perkawinan-beda-agama; Kemudian dalam: http://hiburan.metrotvnews.com/read/2014/09/
06/288128/11-selebriti-tanah-air-menikah-beda-agama, diakses pada tanggal 5 April 2017.
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1400.K/Pdt/1986, di mana dinyatakan Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk
melangsungkan perkawinan beda agama.”® Meskipun dalam Kompilasi Hukum
Islam ada larangan nikah beda agama seperti telah disebutkan sebelumnya, tetapi
KHI ini bukan merupakan hukum positif, dan sifatnya tidak mengikat warga
negara Indonesia.*

Menurut Abdul Gani Abdullah, sebagaimana dikutip oleh Yulkarnain
Harahap dan Andy Komara, bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak masuk dalam
tatanan hirarki (susunan) peraturan peundang-undangan Indonesia, karena
produknya melalui Instruksi Presiden.®® Demikian juga menurut Dadang
Muttagien, Kompilasi Hukum Islam bukan merupakan hukum positif di
Indonesia. Dalam tata Hukum Indonesia, KHI tidak mengikat karena berbentuk
Instruksi  Presiden (Inpres), muatan hukum materilnya juga ditetapkan

berdasarkan Instruksi Presiden.®

"Jarwo Yunu, Aspek Perkawinan Beda Agama di Indonesia, (Jakarta; Insani, 2005), him.
11.

8OKHI tidak masuk dalam sistem perundang-undangan di Indonesia. Untuk itu,
kedudukannya tidak mengikat masyarakat, khususnya umat Islam di Indonesia. Namun, KHI ini
dijadikan sebagai materi rujukan hukum bagi hakim Pangadilan Agama dalam kaitannya dengan
mengisi kekosongan hukum dan penyelesaian perkara hukum antara orang-orang Islam di
Indonesia.

8Abdul Gani Abdullah, “Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum
Indonesia”, dikutip dalam Jurnal “Mimbar Hulum”, ditulis oleh Yulkarnain Harahap dan Andi
Komara, Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Perundang-Undangan, Volume 22, Otober
2010, him. 625-644: Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur hierarki peraturan
perundang-undangan di dalam Pasal 7 ayat (1) ada tujuh, yaitu: Pertama, Undang- Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua, Ketetapan MPR (TAP MPR). Ketiga, Undang-
Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Keempat, Peraturan Pemerintah.
Kelima, Peraturan Presiden. Keenam, Peraturan Daerah Provinsi. Ketujuh, Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota.

¥2Dadang Muttagien, “Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam tata Hukum
Indonesia”, dikutip dalam Jurnal “Hukum?”, ditulis oleh Asril, Eksistensi Kompilasi Hukum Islam
menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, Volume 15, Juni 2015, him. 38.



Berdasarkan eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam tatanan Hukum
Indonesia, dapat disimpulkan bahwa muatan materi hukum yang terdapat dalam
KHI bersifat tidak mengikat. Untuk itu, khusus ketentuan materi hukum tentang
larangan pernikahan beda agama sebagaimana maksud Pasal 40 huruf ¢ dan Pasal
44 Kompilasi Hukum Islam masih lemah, artinya tidak mengikat. Oleh karena
itu, bagi wanita atau pria yang beragama Islam yang ingin melaksanakan
perkawinan dengan orang non-muslim, maka menurut hukum negara (hukum
positif) dapat dibenarkan, pelaksanaannya pun juga dapat dikatakan “sah” dan

diakui oleh hukum positif.

BAB Il

PANDANGAN IBNU TAIMIYAH TENTANG PERKAWINAN
LAKI-LAKI MUSLIM DENGAN WANITA AHLUL KITAB

3.1. Profil Ibnu Taimiyah



Nama asli Ibnu Taimiyyah adalah Tagiyuddin Abu al-Abbas Ibnu Abd al-
Halim bin al-lmam Majduddin Abil Barakat Abd al-Salam bin Muhammad bin
Abdullah bin Abi Qasim Muhammad bin Khuzarbin Ali bin Taimiyyah al-Harrani
al-Hambali. Para ahli lebih singkat menyebut nama lengkapnya dengan
Taqgiyuddin Abu Abbas bin Abd al-Halim bin Abd al-Salam bin Taimiyyah al-
Harrani al-Hambali. Namun sebutan populer beliau adalah Ibnu Taimiyyah.
Beliau dilahirkan pada hari senin tanggal 10 Rabi’ul Awal tahun 661 H.
Bertepatan dengan tanggal 22 Januari 1263 M di Kota Harran. Yaitu daerah yang
terletak di Tenggara negeri Syam, tepatnya di pulau Ibnu Amr antara sungai Tigris
dan Eupraht.®

Ibnu Taimiyyah lahir dari keluarga cendikiawan dan ilmuan terkenal.
Beliau dilahirkan 5 tahun setelah kehancuran Baghdad dan 3 tahun setelah
masuknya Tar-Tar di Halab dan Damaskus. Ayahnya bernama Syihabuddin Abul
Mahasin Abdul Halim bin Taimiyyah.®* Ayahnya seorang syaikh, khatib hakim di
kotanya. Sedangkan kakeknya, syaikh Islam Majduddin Abu al-Birkan adalah
fakih Hambali, Imam, ahli hadis, ahli-ahli ushul, nahwu seorang hafiz, dan
pamannya bernama Fakhruddin yang terkenal sebagai seorang cendekiawan dan
penulis Muslim ternama.

Pada tahun 1268 M, Ibnu Taimiyyah dibawa mengungsi oleh keluarganya
ke Damaskus. Karena pada ketika itu bencana besar menimpa umat Islam, bangsa

Mongolia (dalam situs biografiku.com, disebutkan bahwa tentara Tar-Tar

83yaikh Ahmad Farid, Biografi Ulama Salaf, (terj: Masturi Irham dan Assmu’i Taman),
(Jakarta: Pusstaka Al-Kautsar, 2006), him. 784.

83aid Abdul Azhim, Ibnu Taimiyyah; al-Tajdid7 al-Salafi wa Da’wah al-lslahiyyah; ed.
In, Ibnu Taimiyah’; Pembaruan Salafi dan Dakwah Reformasi, (terj: Faisal Saleh dan Khairul
Amru Harahap), (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2005), him. 14,



memerangi negerinya),®> menyerang secara besar-besaran kota kelahiran Ibnu
Taimiyyah.

Semenjak kecil sudah nampak tanda-tanda kecerdasan pada diri beliau.
Begitu tiba di Damsyik karena pengungsiannya, beliau menghafal Al-Qur’an dan
mencari berbagai cabang ilmu pada para ulama.Ketika umur beliau belum
mencapai belasan tahun, beliau sudah menguasai ilmu Ushuluddin dan sudah
mendalami berbagai bidang ilmu, di antaranya bidang fikih, tafsir, hadis, filsafat
dan teologi.

Beliau terkenal sebagai tokoh ulama pembaru (tajdid). Julukan yang sering
dinisbatkan kepada beliau adalah Syaikhul Islam. Sebagai ulama yang mempunyai
pengetahuan tinggi, bahkan tidak jarang pemikirannya bertentangan dengan
pendapat ulama lainnya. Terkait dengan hal tersebut, ada ulama yang memuji
beliau, bahkan tidak sedikit ulama yang kontra terhadap pemikirannya.
Sebagimana disebutkan oleh Muhammad Igbal, bahwa pada tahun 705 H/1306 M,
ia dijebloskan ke penjara di benteng Kairo, karena mempertanggung jawabkan
tulisannya tentang sifat-sifat Tuhan, yang dinilai penguasa menimbulkan
keresahan dan kerisuhan. Sebelumnya, beliau juga pernah dipenjara karena
pemikirannya.®’

Meskipun beberapa kali dipenjara, namun tetap masih banyak sekali yang

memberikan pujian kepada lbnu Taimiyah bahkan yang berguru kepadanya. Di

®Dimuat dalam biografiku.com: “Biografi Tokoh Dunia dan Tokoh Muslim; Biografi
Ibnu Taimiyyah-Sang Mujahid Besar, dimuat dalam situs: http://www.biografiku.com
[2009/11/biografi-ibnu-taimiyyah-sang-mujahid.html, diakses pada tanggal 11 Juli 2017.

#Kamaruddin Khan, Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah, (terj: Anas M), (Bandung: Pustaka
llmu, 1983), him. 11.

8Muhammad Igbal, 100 Tokoh Terhebat dalam Sejarah Islam, (Jakarta: Inti Media,
2003), him. 149.
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antara ulama yang memuji beliau al-Hafiz al-Mizzy, Ibnu Daqgiq Al-led, Abu
Hayyan an-Nahwy, al-Hafizh Ibnu Sayyid an-Nas, al-Hafizh az-Zamlakany, al-
Hafidh adz-Dzahabi dan banyak ulama lainnya.®® Sedangkan tokoh ulama besar
yang berguru kepada beliau, bahkan disebutkan pemikirannya merupakan kopian
dari Ibnu Taimiyyah yaitu Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.®
Sebagai ulama besar, beliau tentu memiliki banyak guru dan murid.
Berikut ini beberapa nama ulama yang menjadi guru Ibnu Taimiyyah.®
1. Al-Qasim bin Abu Bakar bin Al-Qasim bin Ghunaimah Al-Irbili.
2. lbrahim bin Ismail bin Ibrahim Ad-Darji Al-Qurasyi Al-Hanafi.
3. Al-Miqgdad bin Abu Al-Qasim Hibatullah Al-Qiisi.
4. Abdul Halim bin Abdus Salam bin Taimiyah, (Ayahnya)
5. Imam Ahmad bin Hanbal (Salah satu imam empat Mazhab)
Adapun murid-murid beliau diantaranya yaitu:™*
1. Syamsuddin Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Qaimaz bin
Abdillah al-Dimasyqi al-Dzahabi.
2. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub yang
terkenal dengan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.
3. Shalahuddin Abu Said Khalil bin al-Amir Saifuddin Kaikaladi al-Alai al-

Dimasyaqi.

®Dimuat dalam biografiku.com: “Biografi Tokoh Dunia dan Tokoh Muslim; Biografi
Ibnu Taimiyyah-Sang Mujahid Besar, dimuat dalam situs: http://www.biografiku.com
[2009/11/biografi-ibnu-taimiyyah-sang-mujahid.html, diakses pada tanggal 11 Juli 2017.

8Terkait profil lengkap Ibnu Qayyim, dimuat dalam buku Ibnu Qayyim al-Jauziyyah,
Ighasatul Lahfan mim Masaid al-Syaitan, ed. In, Menyelamatkan Hati dari Tipu Daya Setan, (terj:
Hawin Murtadho & Salafuddin Abu Sayyid), (cet. v, Surakarta: al-Qowam, 2012), him. viii.

““Muhammad Igbal, 100 Tokoh..., him. 151.

'Muhammad Igbal, 100 Tokoh..., him. 152.



http://www.biografiku.com/search/label/Biografi%20Tokoh
http://www.biografiku.com/search/label/Biografi%20Tokoh
http://www.biografiku.com/search/label/Biografi%20Tokoh
http://www.biografiku.com/search/label/Tokoh%20Muslim

4. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Muflih bin Muhammad bin

Mufarraj al-Maqdisi.

5. Syarafuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Al-Hasan bin Abdillah bin Abi

Umar bin Muhammad bin Abi Qudaimah.

Dalam bidang penulisan buku dan karya ilmiah, beliau telah meninggalkan
warisan yang besar dan bernilai. Terkumpul banyak karya beliau dalam bidang
ilmu fikih maupun bidang lainnya. Berikut ini, dipaparkan beberapa Kkitab
beliau:®

1. Al-Tibyan fi Nuzil al-Qur’an (dalam bidang ilmu Tafsir).

2. Al-Faraq baina Auliya’ al-Rahman wa Auliya’ al-Syaitan (dalam bidang
ilmu Tasawuf).

3. Risalah fi Usil al-Din (dalam bidang ilmu Ushuluddin).

4. Al-Hasbah fi al-Islam (bidang akhlak).

5. Minhaj al-Sunnah Nabawiyyah (dalam bidang ilmu Hadis).

6. Majmu’ Fatawa (dalam bidang Fikih)

3.2. Pendapat Imam Ibnu Taimiyah tentang Makna Ahlul Kitab dan
Hukum Menikahi Wanita Ahlul Kitab

Mencermati maksud kata ahlul kitab sangat penting dilakukan. Hal ini

karena dapat berimplikasi pada diketahui tidaknya cakupan makna kata tersebut,

yaitu terkait pihak-pihak yang masuk dalam kategori ahlul kitab itu sendiri.

%2Muhammad Igbal, 100 Tokoh..., him. 152.



Sebagaimana telah dipaparkan pada pembahasan bab sebelumnya, bahwa kata
ahlul kitab tidak lain diartikan hanya untuk kalangan orang-orang yang secara
sosiologis, merupakan masyarakat yang mempunyai kitab suci. Dalam hal ini,
hanya dikhususkan pada orang-orang Yahudi dan Nasrani saja, meskipun pemeluk
agama lainnya juga memiliki kitab suci,* tetapi istilah aklul kitab yang dipahami
oleh ulama-ulama terdahulu hanya orang-orang yang diberi kitab, yaitu dari
kalangan Yahudi dan Nasrani.

Pada dasarnya, penyebutan ahlul kitab yang bermakna kaum Yahudi dan
Nasrani juga berlaku secara umum, tanpa ada pengkhususuan kelompok tertentu
dari mereka. Berangkat dari sini, dapatlah dipahami bahwa siapa pun yang
mengaku sebagai Yahudi ataupun Nasrani, maka dia adalah ahlul
kitab.Sebagaimana kesepakatan ulama, termasuk di dalamnya Imam Ibnu
Taimiyyah, bahwa orang-orang ahlul kitab termasuk dari kalangan orang-orang
kafir, karena telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari ajaran dan risalah
kitab yang diajarkan kepada mereka.*

Pada dasarnya, pada masa Rasulullah hidup, wanita-wanita yang
dimasukkan dalam kategori ahlul kitab sebenarnya telah mempersekutukan Allah
(musyrik). Mengutip penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitabnya,

“lghasah al-Lakfan”, bahwa upaya untuk mengubah agama nabi Isa (al-Masih)

%pemeluk agama lain yang penulis maksud seperti pemeluk agama Budha, dengan kitab
sucinya: “Tripitaka”. Pemeluk agama Hindu dengan kitab suci: “Weda”, dan agama Kong Hucu
memiliki tiga nama kitab suci, yaitu “Wu Jing (Kitab Suci yang Lima)”, “Si Shu (Kitab Yang
Empat)”, dan kitab “Xiao Jing (Kitab Bhakti)”. Dimuat dalam situs: http://knowledge.com/6-
agama-di-indonesia-beserta-kitab-sucinya/, diakses pada tanggal 11 Juli 2017. Namun, ketiga
pemeluk agama ini tidak masuk dalam cakupan makna “ahlul kitab ”.

**pendapat Ibnu Taimiyyah tentang kekafiran ahlul kirab dimuat dalam kitabnya: “al-
Aqna’” dan “Majmi’ Fatawa”, dirujuk dalam situs: https://muslim.or.id/19330-ahlul-Kitab.html,
diakses pada tanggal 11 Juli 2017.
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telah dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Hingga, upaya tersebut terbukti dan
substansi ajarannya benar-benar hilang. Di mana, orang-orang Nasrani telah
mencampuradukkan agama al-Masih dengan agama para ahlifilsafat penyembah
berhala. Ibnu Qayyim juga menyatakan bahwa kemusyrikan orang-orang Nasrani
telah terjadi sekitar 300 (tiga ratus) tahun sebelum diutus Nabi Muhammad SAW.
Adapun agama Yahudi juga demikian, mereka telah musyrik sejak sebelum Nabi
Muhammad diutus sampai sekarang.*®

Keterangan yang menunjukkan orang ahlul kitab juga telah berbuat
musyrik pada masa Rasulullah diperkuat dengan penjelasan penerjemah kitab
“Ighasah al-Lakfan”. Ainul Haris (penerjemah Ighasah al-Lakfan) menyebutkan
bahwa banyak ulama terdahulu maupun kontemporer yang mengarang kitab-kitab
tentang telah diubahnya Taurat dan Injil dan penyimpangan ajaran mereka
menjadi ajaran syirik. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengubah kitab-kitab
mereka sesuai dengan konsili-konsili keagamaan yang mereka adakan.*

Berdasarkan penejalasan di atas, dapat disimpulkan bahwa orang-orang
Yahudi dan Nasrani (ahlul kitab) pada masa Rasulullah juga telah berbuat
musyrik. Namun demikian, ulama masih berbeda dalam menetapkan hukum
pernikahannya. Perbedaan ini berkisar pada apakan ahlul kitab masih dalam
kategori orang musyrik, atau dikhususkan sehingga boleh menikahinya. Berangkat
dari topik pembahasan ini, bahwa Ibnu Taimiyyah juga memaknai ahlul kitab

sebagai orang-orang yang diberi kitab, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasrani.

®Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Mawarid al-Aman al-Muntagii min Ighasah al-Lahfan fi
Masayid al-Syaitan, ed. In, Manajemen Qalbu: Melumpuhkan Senjata Syetan, (terj: Ainul Haris
Umar Arifin Thayib), cet. 6, (Jakarta, Dar Ibnul Jauzi, 2005), him. 423-435.

*®|bnu Qayyim al-Jauziyyah, Mawarid al-Aman..., him. 446.



Namun menariknya, pemaknaan ahlul kitab menurut Ibnu Taimiyyah nampaknya
dibatasi oleh ada tidaknya penggantian dan perombakan atas ajaran dari masing-
masing kitab suci tersebut. Dengan kata lain, ahlu kitab yang dipahami oleh Ibnu
Taimiyah yaitu ahlu kitab yang masih menerapkan ajaran-ajaran asli (autentik)
dari kitab suci yang dianut.”’

Ibnu Taimiyyah memaknai ahlu kitab sebenarnya berangkat dari ketentuan
ayat yang menyatakan bahwa antara orang-orang Yahudi dan Nasrani, dipisahkan
penyebutannya dengan orang Shabi’in, Majusi dan orang-orang Musyrik.
Sebagaimana makna tersebut dipahami dari ketentuan Al-Qur’an Surat al-Haj ayat

17:
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Artinya: ““Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-
orang Shaabi’in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-
orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari
kiamat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”. (QS. Al-Hajj:
17).

"‘J

Meskipun orang-orang Yahudi dan Nasrani yang notabene sebagai ahlul
kitab dipisahkan penyebutannya dengan orang-orang musyrik seperti pada ayat
tersebut di atas, namun menurut Ibnu Taimiyyah mereka (orang-orang Yahudi dan
Nasrani) disifati sebagai orang-orang yang musyrik juga. Selain itu, pemaknaan

ahlul kitab ini juga berangkat dari ketetapan Al-Qur’an surat al-Maidah ayat 5:

%"Syaikh Islam Ibn Taimiyah, Majmu’ Fatawa Ibn Taimiyah, (penyusun: Abdurrahman
bin Muhammad ibnu Qasim), ed. In, “Majmu Fatawa tentang Nikah™, (terj: Abu Fahmi Huaidi &
Syamsuri an-Naba), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), him. 161.
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Artinya: “Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan
(sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan
makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini)
wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman
dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang
diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin
mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan
tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang Kkafir
sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah
amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi”. (QS.
Al-Maidah: 5).

Ibnu Taimiyah memandang makna ahlul al-4itab dalam ayat tersebut yaitu
mereka yang agama dan kitab-kitabnya diturunkan bagi umat Yahudi dan Nasrani.
Tetapi, agama dan kitab-kitab tersebut pada dasarnya bebas dari kesyirikan.
Karena asal mula agama ahlul kizab tidak ada ajaran tentang syirik, melainkan
ajaran tauhid. Untuk itu, bagi orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani
yang kemudian mempersekutukan Allah, maka mereka dapat digolongkan kepada
orang-orang musyrik, bukah ahlulkizab.*®

Dalam kitab “Majmu’ Fatawa”,” 1bnu Taimiyah menyatakan bahwa asal

mula ahli kitab tidak ada ajaran syirik. Karena Allah mengutus para nabi dengan

ajaran tauhid. Semua yang beriman kepada para utusan Allah dan kitab yang

%3yaikh Islam lbn Taimiyah, Majmu’ Fatawa..., him. 161.
**Syaikh Islam Ibn Taimiyah, Majmu’ Fatawa..., him. 161.



diturunkannya, tidak mengenal adanya ajaran syirik di dalam ajaran aslinya.
Namun, orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikannya ajaran syirik. Dengan
demikian, mereka harus dibedakan sebagai orang-orang musyrik. Sebelum terjadi
penghapusan dan penyimpangan kitab, maka mereka dalam keadaan beriman.'®

Berdasarkan pendapatnya di atas, dapat dipahami orang-orang Yahudi dan
Nasrani yang masuk dalam kategori ahlul kitab menurut Ibnu Taimiyyah adalah
mereka yang kitab-kitabnya masih asli, tidak ada ajaran syirik di dalamnya. Untuk
itu, dapat diperoleh pemahaman umum bahwa karena kedua agama tersebut telah
melakukan perombakan dan penggantian ajaran aslinya, maka menurut lbnu
Taimiyyah, mereka bukan lagi masuk dalam cakupan ahlul kitab, melainkan
sebagai orang-orang musyrik. Sedangkan menurut pendapat jumhur ulama, orang
Yahudi dan Nasrani yang telah berbuat musyrik juga masuk dalam kategori ahlul
kitab.

Terkait dengan hukum menikahi wanita ahlul kitab, lbnu Taimiyyah juga
merujuk pada ketentuan Al-Qur’an surat al-Maidah ayat 5 seperti telah dituliskan

di atas, dengan potongan ayat berbunyi:
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199gyaikh Islam Ibn Taimiyah, Majmu’ Fatawa..., him. 169. Dalam kitabnya “Al-Fas/ fi
al-Milal wa al-Ahwa’ wa al-Nihal”, Ibnu Hazm menyebutkan sejarah Bani Israil sejak wafatnya
Nabi Musa, dan dibuktikan bahwa kitab Taurat tidak lagi asli tetapi telah diubah-ubah. Ibnu
Qayyim al-Jauziyyah juga menyebutkan hal yang sama dalam Kitabnya: “Hidayah al-Hayran fi
Ajwibatil Yahiidi wa al-Nasara”, bahwa Taurat dan Injil terdapat tambahan, penyimpangan dan
pengurangan. Dikutip dalam artikel yang berjudul: “Kitab Taurat dan Injil Telah Berubah”,
dimuat dalam wordpress.com: https://muhammadgosim.wordpress.com/2010/08/19/kitab-taurat-
dan-injil-yang-telah-berubah/, diakses pada tanggal 11 Juli 2017.
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Artinya: ““(dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan
diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga
kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu,
bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud
menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula)
menjadikannya gundik-gundik”. (QS. Al-Maidah: 5).

Bolehnya menikahi wanita ahlul kitab menurut lbnu Taimiyyah merujuk
pada ketentuan ayat tersebut.® Namun demikian, wanita ahlul kitab yang
dibolehkan dinikahi ini berbeda dengan wanita musyrik yang dilarang untuk
dinikahi, yaitu wanita yang telah mempersekutukan Allah. Sebagaimana

dimaksudkan dalam surat al-Bagarah ayat 221, dengan potongan ayat berbunyi:

NEPECC Oy
Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka

beriman”. (QS. Al-Bagarah: 221).

Ketentuan ayat tersebut menurut Ibnu Taimiyah telah dikhususkan oleh
surat al-Maidah yang turunnya lebih akhir. Untuk itu, menikahi wanita ahlul kitab
dibolehkan.'® Pertanyaan yang timbul kemudian vyaitu apakah kebolehan
menikahi wanita ahlul kitab tersebut hanya berlaku terhadap wanita ahlul kitab
yang belum ada penggatian dan penyimpangan ajarannya, atau tercakup juga
setelah penggantian dan penyimpangan ajarannya? Dalam hal ini, tentu
dikembalikan kepada makna ahlul kitab seperti telah disebutkan Ibnu Taimiyah di

atas. Di mana, menurut beliau wanita dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang

telah menyimpang dan mempersekutukan Allah masuk kategori orang-orang

1015yaikh Islam Ibn Taimiyah, Majmu’ Fatawa Ibn Taimiyah, (penyusun: Abdurrahman
bin Muhammad ibnu Qasim), ed. In, “Majmu Fatawa tentang Nikah™, (terj: Abu Fahmi Huaidi &
Syamsuri an-Naba), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), him. 160.

1925yaikh Islam Ibn Taimiyah, Majmu’ Fatawa..., him. 162.



musyrik, bukan ahlul kitab.*®® Sehingga, hukum menikahinya berlaku ketentuan
Al-Qur’an surat Al-Bagarah ayat 221, yaitu diharamkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Ibnu Taimiyyah
memandang hukum menikahi wanita ahlul kitab adalah tetap boleh. Namun
dengan batasan di mana berlakunya hukum boleh tersebut yaitu untuk wanita-
wanita ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani yang tidak mempersekutukan
Allah. Untuk itu, bagi wanita yang mempersekutukan Allah, meskipun ia
beragama Yahudi atau Nasrani, tidak bisa dinikahi, karena mereka termasuk

sebagai orang-orang musyrik.

3.3. Metode Istinbath Hukum Imam Ibnu Taimiyah dalam Menetapkan
Hukum Menikahi Wanita Ahlul Kitab

Penetapan hukum boleh tidaknya menikahi wanita ahlul kitab harus
dikembalikan kepada ketentuan surat al-Maidah ayat 5. Namun, perbedaan dalam
memaknai maksud ahlul kitab justru berujung pada berbedanya produk hukum
yang dikeluarkan. Hal ini terlihat jelas seperti pendapat lbnu Taimiyyah, yang
hanya memaknai wanita ahlul kitab sebagai wanita dari kalangan Yahudi dan
Nasrani sebelum adanya penggantian ajaran kitab suci mereka. Pendapat yang
ditetapkan Ibnu Taimiyyah ini justru memiliki landasan hukum tersendiri, serta
metode penemuan hukumnya.

Jika dicermati pendapat Ibnu Taimiyyah, penetapan hukum menikahi wanita

ahlul kitab erat kaitannya dengan ketentuan dua ayat Al-Qur’an, yaitu surat al-

1935yaikh Islam Ibn Taimiyah, Majmu’ Fatawa..., him. 162.



Bagarah ayat 223 dan surat al-Maidah ayat 5. Surat al-Bagarah menjelaskan

tentang larangan menikahi wanita musyrik:
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Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita
musyrik, walaupun Dia menarik hatimu.dan janganlah kamu menikahkan
orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang
musyrik, walaupun Dia menarik hatimu.mereka mengajak ke neraka,
sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah
menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia
supaya mereka mengambil pelajaran”. (QS. Al-Bagarah: 221).
Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa terdapat larangan menikahi wanita

musyrik sebelum ia beriman. Namun, dalam kaitannya dengan ketentuan surat al-

Maidah ayat 5 (telah dikutip sebelumnya), menimbulkan beberapa pertanyaan,

apakah wanita ahlul kitab masuk dalam cakupan orang-orang musyrik atau tidak.

Dalam hal ini, beliau memberikan tiga jawaban yang biasanya digunakan oleh

para ulama. Dalam tiga jawaban tersebut, Ibnu Taimiyah lebih condong pada

salah satu jawaban hukum dari ketiga jawaban yang ada. Adapun penjelasan
ketiga jawaban tersebut yaitu:
1. Wanita ahlul kitab bukan dari golongan orang-orang musyrik.

Pada poin ini, dijelaskan bahwa wanita ahlul kitab bukan dari golongan

orang-orang musyrik berdasarkan firman Allah surat al-Hajj ayat 17:
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Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-
orang Shabi’in orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-
orang musyrik, Allah akan memberi keputusan di antara mereka pada hari
IiiYa)mat. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”. (QS. Al-Hajj:
Jika dipahami, bahwa penyebutan beberapa golongan di atas memang

dipisah-pisah. Menurut Ibnu Taimiyyah, bahwa mereka (ahlul kitab) sebagaimana
disebutkan dalam surat al-Maidah ayat 5 berbeda dengan wanita musyrik. Karena,
berdasarkan ayat di atas, orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai orang yang
dimaknai ahli kitab disebutkan berbeda dengan orang-orang musrik. Namun,
beliau menegaskan kembali, yang dimaksud aklul kitab yang boleh dinikahi yaitu
wanita yang pada asalnya tidak memperserikatkan Allah.'%*

Orang-orang musyrik sebagaimana dituangkan dalam surat al-Bagarah
ayat 221 sebelumnya dalam pengertian Ibnu Taimiyyah termasuk wanita ahlul
kitab (Yahudi dan Nasrani) yang telah membuat kesyirikan. Dalam hal ini, wanita
ahlul kitab disebutkan sebagai wanita musyrik bukan dengan isim (penamaan/kata
benda), tetapi penyebutannya dengan fi’il (kata kerja).'®® Artinya, ahlul kitab
merupakan nama tersendiri dan musyrik juga nama tersendiri. Untuk itu, wanita

ahlul kitab tidak disebut sebagai wanita musyrik, akan tetapi mereka dikatakan

musyrik karena perbuatannya yang mempersekutukan Allah. Ketika ahlul kitab

104 jhat dalam Ibnu Taimiyyah, Majmi’ Fatawa Ibnu Taimiyyah, ed. In, Majmu’ Fatawa
tentang Nikah, (terj: Abu Fahmi Huaidi dan Syamsuri an-Naba), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002),
him. 161.

%1phnu Taimiyyah, Majmi’ Fatawa..., him. 161.



berbuat syirik, maka ahlul kitab (yang berbuat syirik) ini masuk dan disifatkan
sebagai orang-orang musyrik (artinya bukan ahlul kitab dalam pengertian
hakiki/sebenarnya: pen).'®
2. Wanita ahlul kitab masuk sebagai orang musyrik, tetapi dikhususkan.

Jawaban kedua atas permasalahan ini menurut Ibnu Taimiyah bahwa
wanita ahlul kitab masuk sebagai orang musyrik, tetapi dikhususkan. Maksudnya,
ketentuan surat al-Bagarah ayat 221 tentang wanita musyrik bersifat umum, ini
berarti wanita ahlul kitab masuk dalam kategori wanita musyrik. Akan tetapi,
ketentuan ayat tersebut kemudian dikhususkan dengan adanya ketentuan surat al-

Maidah ayat 5.%%

3. Ketentuan surat al-Maidah telah me-nasakh (menghapus) ketentuan surat
al-Bagarah.

Disebutkan bahwa surat al-Maidah ayat 5 telah menghapus ketentuan surat
al-Bagarah ayat 221. Oleh karena itu, ayat yang terakhir turun menghapus ayat
sebelumnya ketika ada pertentangan hukum. Namun, ditegaskan kembali oleh
Ibnu Taimiyyah, di mana awal mula ahlul kitab ini berada dalam keimanan, tetapi
mereka (disifati sebagai orang musyrik sebagimana telah disebutkan sebelumnya)

menjadi kafir. Hal ini merujuk pada ketentuan surat al-Nisa’ ayat 150-151:

%1bnu Taimiyyah, Majmi’ Fatawa..., him. 161. Kalimat “bukan ahlul kitab dalam
pengertian hakiki” peneliti pakai karena sejauh analisa, bahwa lbnu Taimiyah nampaknya
memberi batasan terhadap maksud dari ahlul kitab itu. Artinya, secara keseluruhan, wanita
Yahudi dan Nasrani memang disebut sebagai ahlul kitab , namun karena mereka telah
menyimpang, maka mereka bukan ahlul kitab dalam pengertian sebenarnya, dan meraka harus
dibedakan dengan ahlul kitab yang belum menyimpang, meskipun dewasa ini tidak ditemukan
lagi. Jika belum menyimpang, inilah yang dimaksudkan dalam pengertian surat al-Maidah ayat 5
yang notabene dibolehkan bagi laki-laki muslim untuk menikahinya.

Y97 pnu Taimiyyah, Majma’ Fatawa..., him. 162.



P

u/l ,\]|Q)J_a§,)ﬁdb;41,~))\))wfjd")—9}9—’&4”‘&‘\1*'))\))))‘-’}&

yup;:JJA_CsuiJA;;;))AJf)QH)Az:;;;:w JBLM..)LJ ‘V.AQ)J.G.K

/9/9

J) U}b..\.a&bdja_(Ub\J&w&n

23

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasul-
Nya, dan bermaksud memperbedakan antara (keimanan kepada) Allah
dan rasul-rasul-Nya, dengan mengatakan: "Kami beriman kepada yang
sebahagian dan Kami kafir terhadap sebahagian (yang lain)", serta
bermaksud (dengan Perkataan itu) mengambil jalan (tengah) di antara
yang demikian (iman atau kafir). Merekalah orang-orang yang kafir
sebenar-benarnya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir
itu siksaan yang menghinakan”. (QS. Al-Nisa’: 150-151).

Ayat di atas memberi penegasan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani
(ahlul kitab) merupakan orang-orang kafir. Sementara pada ayat lainnya, justru
ditegaskan bahwa menikahi wanita kafir dilarang. Sebagaimana telah disebutkan
dalam surat al-Mumtahanah ayat 10:
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu
perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji
(keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan
mereka;maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar)
beriman,maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami
mereka) orang-orang kafir.Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu
dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka.dan berikanlah



kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada
dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka
maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan)
dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar
yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah
mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara
kamu.dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-

Mumtahanah: 10).

Berdasarkan penjelasan berikut dengan kutipan beberapa ayat, maka dapat
diketahui bahwa Ibnu Taimiyah lebih condong memahami bahwa surat al-Bagarah
ayat 221 tentang wanita musyrik bersifat umum, ini berarti wanita ahlul kitab
masuk dalam kategori wanita musyrik. Akan tetapi, ketentuan ayat tersebut
kemudian dikhususkan dengan adanya ketentuan surat al-Maidah ayat 5.
Meskipun wanita ahlul kitab dikhususkan, tetapi beliau membedakan wanita ahlul
kitab yang menyimpang dengan wanita ahlul kitab yang masih menjalankan
ajaran asli kitab suci mereka.

Berdasarkan dalil-dalil yang digunakan Ibnu Taimiyah, maka dapat
dipahami cara beliau menggali hukum (metode istinbatr hukum). Metode
penemuan hukum yang digunakan lIbnu Taimiyyah lebih kepada penalaran
bayani. Metode bayant yaitu metode dalam menemukan hukum dengan melihat
pada kaidah kebahasan yang dimuat dalam Al-Qur’an.*®® Istilah lain dari metode
bayant yaitu metode lughawiyyah. Al Yasa’ Abubakar menyatakan bahwa metode
lughawiyyah yaitu penalaran yang bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan.'®

Namun, dalam tulisan ini penulis memilih istilah bayani. Metode bayant ini jika

dilihat dalam literatur Ushul Figh sangat luas pembahasannya, yaitu mencakup

1%8 Analiansyah, Ushul Figh 111, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2009), him. 49.
199A1 Yasa’ Abubakar, Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul
Figh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), him. 18.



kajian tentang makna khusus (khas) dan makna umum (‘a@m) suatu ayat, nasakh,
muslaq dan mugayyad, dan lain sebagainya.™*

Sejauh amatan penulis, metode bayani yang digunakan lbnu Taimiyyah
lebih ditekankan pada kajian lafal ‘@m (makna umum) dan lafal khas (makna
khusus) dari ketentuan surat al-Bagarah ayat 221 dan surat al-Maidah ayat 5.
Ketentuan surat al-Maidah tersebut bukan menghapus (nasakh) ketentuan surat al-
Bagarah sebagaimana penjelasan poin ketiga di atas, melainkan surat al-Maidah
hanya bersifat khusus (khas), sedangkan surat al-Bagarah bersifat umum (‘am).""*
Untuk itu hukum, menempatkan wanita ahlul kitab pada posisi yang berbeda
(dikhususkan) dengan wanita musyrik. Kekhususan ini terletak pada
dibolehkannya laki-laki menikah dengan wanita ahlul kitab.

Lebih lanjut, kekhususan boleh menikahi wanita ailul kitab tersebut tidak
berhenti pada ranah hukum menikah saja, tetapi menurut Ibnu Taimiyyah, mereka
(ahlul kitab) harus dilihat pada ada tidaknya penyimpangan ajaran kitab yang
diturunkan kepada mereka. Jika ada penyimpangan, maka ahlul kitab dalam
makna ini tidak diperbolehkan untuk dinikahi, karena secara hukum mereka telah
mengerjakan apa-apa yang dikerjakan oleh orang-orang musyrik secara umum,
yaitu mempersekutukan Allah.

Atas dasar penemuan hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa
menurut Ibnu Taimiyyah, hukum menikahi wanita ahlul kitab masih berlaku,
tetapi berlakunya bagi wanita-wanita ahlul kitab yang belum menyimpang dari

ketentuan ajaran asli kitab-kitab mereka. Jika kenyataannya telah menyimpang,

YAmir Syarifuddin, Ushul Figh 11, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2009), him. 178.
1 pnu Taimiyyah, Majma’ Fatawa..., him. 162.



seperti dapat dibuktikan dewasa ini, maka berdasarkan pendapat Ibnu Taimiyah
wanita tersebut tidak masuk dalam wanita ahlul kitab yang diperbolehkan untuk

dinikahi.

3.4. Kesesuaian Pendapat Ibnu Taimiyah dengan Hukum Perkawinan yang
Ada di Indonesia

Mencermati pendapat hukum Ibnu Taimiyyah sebelumnya, jelas berbeda
dengan pendapat sebagian besar ulama. Menurut pendapat jumhur ulama, seorang
muslim halal menikahi wanita-wanita ahli kitab, baik yang merdeka, yang
berstatus sebagai ahli zimmah, ataupun yang menjaga kehormatannya, baik
sebelum dilakukannya penggantian ajaran kitab, maupun setelahnya.™? Bolehnya
menikahi wanita ahlul kitab ini dapat dijumpai dalam banyak literatur fikih Islam,
di antaranya dalam buku Wahbah Zuhaili, *“al-Figh al-Islami wa
Adillatuh”,*3buku Sayyid Sabig, “Fighus Sunnah”,*** buku Yusuf al-Qardhawi,
“Al-Halal wa al-Haram fr al-1slam”,**> dan masih banyak literatur lainnya.

Merujuk pada beberapa ketentuan ayat Al-Qur’an, memang penyebutan

ahlul kitab selalu memiliki konotasi celaan ataupun hardikan kepada mereka. Hal

12pisebutkan dalam beberapa kitab fikih, yaitu kitab: “Syar# al-Far al-Qadir”, “Bada’i
ag-Sana’r”, “Al-Fawakih ad-Diwanz”, “Bidayah al-Mujtahid”, “Al-Majm:’ Syars al-Muhazab”,
“Mughnz al-Muhtaj”, dan kitab “al-Mughni”, dimuat dalam situs almanhaj, melalui: https
://almanhaj.or.id/3995-hukum-seorang-muslim-menikahi-wanita-ahli-kitab.html,  diakses pada
tanggal 6 Maret 2017.

3\Wahbah Zuhaili, al-Fighu al-Isiami wa Adillatuhu, ed. In, Figih Islam; Pernikahan,
Talak Khulu’, Meng-lla’ Isteri, Li’an, Zihar, Masa Iddah, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk),
jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), him. 149; tentang pendapat bolehnya menikah dengan wanita
ahlul kitab sebagaimana jawaban pertanyaan orang-orang kepada Jabir ra tentang hukum seorang
muslim menikahi wanita-wanita Yahudi dan Nasrani, juga dimuat dalam kitab Al-Majmaz Syar# al-
Muhazab.

Mgayyid Sabig, Fighus Sunnah, (terj: Asep Sobari, dkk), jilid 2, cet. 5, (Jakarta: al-
I’Tishom, 2012), him. 101.

U3y ysuf al-Qardhawi, Al-Halal wa al-Haram f7 al-Islam, ed. In, Halal dan Haram dalam
Islam, (terj: Mu’ammal Hamidy), (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), him. 170.
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ini dapat dilihat dalam beberapa ketentuan ayat Al-Quran, di antaranya dalam

surat al-Maidah ayat 59:

Artinya: “Katakanlah: "Hai ahli Kitab, Apakah kamu memandang Kami salah,
hanya lantaran Kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan
kepada Kami dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya, sedang
kebanyakan di antara kamu benar-benar orang-orang yang Fasik”. (QS.
Al-Maidah: 59)

Kemudian ditegaskan juga dalam surat Ali Imran ayat 71:
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Artinya: “Hai ahli Kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang haq dengan
yang bathil, dan Menyembunyikan kebenaran, Padahal kamu
mengetahuinya?”. (QS. Ali Imran: 71).

Kemudian dipertegas lagi dalam surat Ali Imran ayat 98-99:
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Artinya: “Katakanlah: "Hai ahli Kitab, mengapa kamu ingkari ayat-ayat Allah,
Padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan?”
Katakanlah: "Hai ahli Kitab, mengapa kamu menghalang-halangi dari
jalan Allah orang-orang yang telah beriman, kamu menghendakinya
menjadi bengkok, Padahal kamu menyaksikan?". Allah sekali-kali tidak
lalai dari apa yang kamu kerjakan”. (QS. Ali Imran: 98-99).

Berdasarkan kutipan ayat di atas, bahwa ahlul kitab dari kalangan Yahudi

dan Nasrani memang dicela karena mereka berpaling dari kebenaran ajaran Islam.



Meskipun demikian, dari segi hukum, orang-orang ahlul kitab mendapat
perlakuan khusus. Salah satunya wanita-wanitanya dapat dinikahi. Menurut
Humaidhi bin Abdul Aziz, sebagaimana yang dikuti dalam situs almanhaj.or.id,
bahwa kekhususan wanita ailul kitab dengan wanita non muslim lainnya yaitu ia
boleh dinikahi oleh laki-laki muslim berdasarkan makna umum surat al-Maidah
ayat 5. Tetapi dalam hal ini memang masih menimbulkan perdebatan hangat dari
para ulama.**®

Perbedaan pendapat tersebut terletak pada boleh tidaknya menikahi wanita
ahlul kitab yang kitabnya telah mengalami perubahan. Ini artinya, wanita dari
kalangan Yahudi dan Nasrani (wanita ahlul kitab) dewasa ini dapat dipastikan
tidak lagi mengikuti ajaran asli dari kitab suci. Untuk itu, jika pendapat Ibnu
Taimiyyah tetap dipegang, secara pasti menikahi wanita kedua agama tersebut
tidak diperbolehkan.

Ditinjau dari konteks hukum di Indonesia, bahwa perkawinan dengan
wanita ahlul kitab—atau lebih umum dikenal dengan nikah beda agama—tidak
dapat dilakukan. Meskipun tidak ada aturan tegas yang menyatakan larangannya,
namun ketiadaan materi hukum tersebut tidak dapat dipahami nikah beda agama
dipernolehkan. Dilihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
ini, tidak ada satu pasal pun yang secara tegas membolehkan laki-laki muslim
menikahi wanita ahlul kitab, atau sebaliknya.

Di sisi lain, terdapat yurisprudensi dari Mahkamah Agung (MA), dengan

putusan Nomor 1400.K/Pdt/1986 yang pada pokoknya membolehkan perkawinan

18Djakses melalui situs: https://almanhaj.or.id/3995-hukum-seorang-muslim-menikahi-
wanita-ahli-Kitab.html, pada tanggal 12 Juli 2017.
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beda agama antara Andy VVony Gani Parengi (muslimah) dengan Andrianus Petrus
Hendrik Nelwan (Kristen Protestan). Adanya yurisprudensi MA tersebut tidak
dapat ditafsirkan bahwa nikah beda agama di Indonesia diperbolehkan. Karena,
dilihat dari awal permasalahan putusan MA ini, sebenarnya juga tidak
membenarkan pernikahan beda agama, namun menimbang beberapa alasan
kemudian diperbolehkan.

Awalnya, para pemohon telah mengajukan permohonan nikah kepada
Kantor Urusan Agama (KUA) Jakarta dan Kantor Catatan Sipil Ibu Kota Jakarta,
tetapi ditolak. Kemudian, pemohon mengajukan permohonan pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat, namun permohonan tersebut juga ditolak dengan alasan
adanya larangan dalam agama masing-masing pihak, dimana larangan ini juga
sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan
nikah sah dilakukan sesuai ajaran agama dan kepercayaan.™’

Singkatnya, para pemohon mengajukan kasasi pada MA atas penetapan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Pada intinya, MA mengizinkan
pernikahan antara keduanya dengan dua pertimbangan umum. Pertama, untuk
mengisi kekosongan hukum karena Undang-Undang tidak mengatur perkawinan
beda agama. Kedua, pertimbangan bahwa keduanya tidak melakukan proses
pernikahan berdasarkan ketentuan agama. Berdasarkan dua pertimbangan ini, MA
membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan memberikan izin
pada pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan memerintahkan Pegawai

Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

WAl Yasa’ Abubakar, Perkawinan Muslim dengan Non-Muslim:dalam Peraturan
Perundang-Undangan, Jurisprudensi, dan Praktek Masyarakat, (Banda Aceh: Dinas Syari’at
Islam, 2008), him. 177.



untuk melangsungkan pernikahan para pemohon setelah dipenuhi syarat-syarat
perkawinan menurut Undang-Undang.**®

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa memang belum ada
aturan yang jelas dan tegas tentang hukum nikah beda agama atau menikah
dengan wanita ahlul kitab. Meskipun tidak ada, pada kasus putusan MA di atas,
baik Kantor Catatan Sipil (KCS) maupun Kantor Urusan Agama (KUA), bahkan
Pengadilan Negeri sekalipun melarang dan menolak izin nikah para pemohon
yang berbeda agama, atas dasar agamalah yang melarangnya, bahkan larangan ini
juga tersirat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Menurut Al Yasa’ Abubakar, bahwa larangan perkawinan beda agama
untuk sebagian kalangan sudah ada aturannya di dalam Undang-Undang
Perkawinan yang disebutkan secara tersirat pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Perkawinan.'*® Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf c, juga
dinyatakan adanya larangan nikah beda agama. Bahkan, fatwa MUI (walaupun
bukan bagian dari sistem hukum di Indonesia) Nomor 4/MunasVii/Mui/8/2005
Tentang Perkawinan Beda Agama, intinya mengharamkan nikah beda agama, baik
laki-laki muslim dengan wanita non-muslim maupun sebaliknya, termasuk dengan
wanita ahlul kitab.*?

Berdasarkan uraian tentang sistem hukum perkawinan yang ada di

Indonesia, khususnya dalam hal nikah beda agama, nampaknya sesuai dengan

pendapat Ibnu Taimiyah. Kesesuaian pendapat Ibnu Taimiyyah ini terletak pada

18Al Yasa” Abubakar, Perkawinan Muslim..., him. 177.

U9A] Yasa’ Abubakar, Perkawinan Muslim..., him. 126-129.

1295ecara rinci, ketentuan Fatwa MUI dapat dilihat dalam situs: http://mui.or.id/wp-
content/uploads/2017/02/38.-Perkawinan-Beda-Agama.pdf, diakses pada tanggal 4 Agustus 2017.
Keterangannya juga dapat dilihat dalam Al Yasa’ Abubakar, Perkawinan Muslim..., him. 61.



http://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/38.-Perkawinan-Beda-Agama.pdf
http://mui.or.id/wp-content/uploads/2017/02/38.-Perkawinan-Beda-Agama.pdf

larangan menikah dengan pasangan yang berlainan agama. Ibnu Taimiyyah juga
melarangan menikah dengan wanita ahlul kitab yang kitabnya sudah tidak
original. Sedangkan menurut sistem hukum dan proses penyelesaian hukum di
Indonesia juga terlihat ada larangan di dalamnya. Meskipun, fakta lapangan masih

banyak kasus nikah beda agama di Indonesia.

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis penelitian tentang pendapat Imam lbnu
Taimiyah mengenai hukum menikahi wanita ahlul kitabsebagaimana telah
diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan atas permasalahan
yang diajukan dalam penelitian ini. Adapun kesimpulannya adalah sebagai
berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalil hukum yang digunakan Imam lbnu
Taimiyah dalam menetapkan hukum menikahi wanita ahlul kitab merujuk pada
ketentuan surat al-Maidah ayat 5. Pendapatnya yaitu laki-laki boleh menikahi
wanita ahlul kitab yang tidak mengerjakan kesyirikan. Namun, wanita ahlul
kitab yang perbuatannya terbukti syirik (mempersekutukan Allah), maka

mereka masuk dalam cakupan makna surat al-Bagarah ayat 221, yaitu orang-



orang musyrik yang dilarang untuk dinikahi. Adapun metode istinbas yang
digunakan Imam lbnu Taimiyyah yaitu metode bayyani. Di mana, ketentuan
surat al-Maidah ayat 5 bersifat khusus (khas), dan surat al-Bagarah ayat 221
bersifat umum (‘am). Untuk itu, ketentuan surat al-Maidah tentang bolehnya
menikahi wanita ahlul kitab masih berlaku, tetapi ahlul kitab di sini
dikhususkan hanya wanita Yahudi dan Nasrani yang tidak mengerjakan
perbuatan syirik.

2. Berdasarkan hasil analisa, pendapat Imam Ibnu Taimiyah sesuai dan cenderung
relevan dengan konteks hukum perkawinan yang ada di Indonesia. Relevansi
pendapat tersebut dapat dilihat dari aturan hukum perkawinan yang ada di
Indonesia melarang menikahi wanita non muslim, termasuk ahlul Kkitab.
Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1400.K/Pdt/1986 membolehkan
perkawinan beda agama dengan anggapan, bahwa orang Islam tersebut telah
keluar dari agama Islam. Dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam, tepatnya
Pasal 40 huruf c, juga dinyatakan adanya larangan laki-laki menikah dengan

wanita yang beda agama.

4.2. Saran

Bertolak dari kesimpulan tersebut di atas, berikut ini penulis
menyampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Hendaknya kajian-kajian yang serupa dengan penelitian ini terus dilakukan.

Mengingat, isu-isu tentang hukum menikahi wanita ahlul kitab atau nikah beda

agama masih diperselisihkan. Misalnya, fatwa MUI yang secara tegas



mengharamkan perkawinan beda agama, termasuk menikahi wanita ahlul kitab.
Padahal, dalam kajian fikih tidak ada yang mengharamkan secara mustlak.

. Hendaknya, penelitian yang serupa dengan penelitian ini dilakukan dengan
melihat ada tidaknya mudharat nikah beda agama.

. Penelitian ini tentu memiliki banyak kekurangan dan kesalahan. Untuk itu,
penulis mengaharapkan adanya kritikan dan saran yang sifathya membangun

demi kesempurnaan hasil penelitian.
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